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PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA 

LAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU  

DI KEPOLISIAN  

(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu) 

 

Oleh 

Paisal Sari 

 

 

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah 

memberikan laporan palsu atau pengaduan palsu. Laporan palsu kehilangan 

kendaraan bermotor dalam kenyataannya adalah suatu kebohongan dari pemilik 

kendaraan tersebut yaitu menggelapkan kendaraan yang dalam perjanjian sewa 

beli masih masuk dalam angsuran pembeli kendaraan, dengan cara berpura- pura 

bahwa kendaraan tersebut telah dicuri oleh pelaku pencurian kendaraan 

bermotor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah 

penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana laporan palsu?, (2) Apakah 

yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak 

pidana laporan palsu ? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan 

pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka 

dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada Penyidik Polres 

Lampung Utara, Kejaksaan Kota Bumi, Pengadilan Negeri Kota Bumi serta 

Dosen pada bagian hukum pidana Universitas Lampung.  

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan penegakan hukum pidana terhadap 

tindak pidana laporan palsu dilakukan melalui beberapa tahap, tahap pertama 

yakni tahap formulasi dimana Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana 

laporan palsu ada dalam Pasal 220 KUHP. Tahap aplikasi dalam Penegakan 

hukum pidana terhadap tindak pidana laporan palsu diawali dengan adanya 

laporan, setelah itu penyelidikan, penyidikan, surat penggilan, penggeledahan, 

hingga penangkapan dan penyitaan. Tahap eksekusi dalam Penegakan hukum 

pidana terhadap tindak pidana laporan palsu sudah memiliki hasil putusan dengan 

pidana seabgaimana yang termaktub dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP. Selain itu, 

faktor penghambat yang paling dominan adalah faktor penegak hukum dan faktor 

masyarakat. Faktor penegak hukum yaitu kurang tepatnya pemilihan Pasal dalam 

kasus laporan palsu. Faktor masyarakat yaitu rendahnya kesadaran hukum 

masyarakat yang acapkali melakukan apa saja dengan segudang alasan. 



 

Paisal Sari 
Adapun saran yang dapat diberikan antara lain, Dalam hal pemberian putusan 

aparat penegak hukum haruslah memperhatikan manakah sekiranya pasal yang 

tepat dalam penjatuhan pidana agar tidak adanya “kurang tepatnya” penjatuhan 

pidana terhadap pelaku laporan palsu yang berujung dengan sumpah palsu, Selain 

itu, dalam hal perbaikan masyarakat alangkah baiknya aparat penegak hukum 

berkordinasi dan sering melakukan sosialisasi yang bersifat pencegahan tindak 

pidana dan diharapkan aparat penegak hukum mengajak beberapa tokoh agama 

dalam acara sosialisasi tersebut agar terciptanya masyarakat yang berketuhanan 

dan patuh hukum. 

 

Kata Kunci: Penegakan, Hukum Pidana, Laporan Palsu, 
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MOTO 

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku.” 

(QS. Az-Zariyat: 56) 

"Hidup kita mulai berakhir saat kita berdiam diri tentang apa pun masalah yang 

ada di sekitar." 

 “Apabila keadilan lemah, prasangka menjadi kuat." 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Hukum merupakan seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan 

yang kita pahami melalui sebuah sistem.
1
 Hukum berperan penting dalam 

kehidupan masyarakat yang semakin berkembang beriringan dengan kemajuan 

teknologi informasi saat ini. Perkembangan tersebut mempengaruhi kehidupan 

dalam masyarakat, selain membawa pengaruh yang positif, terdapat juga 

pengaruh yang negatif bagi masyarakat Pengaruh yang negatif ditandai dengan 

meningkatnya angka tindak pidana dalam masyarakat. Maraknya kejahatan yang 

terjadi dalam masyrakat sangat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran akan arti 

pentingnya hukum.
2
 

Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata 

tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap yang 

melanggarnya. Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menjamin kelangsungan 

keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat. Menurut Roscoe 

Pound, hukum selain berfungsi sebagai kontrol sosial juga berfungsi sebagai alat 

untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut a tool of social engineering.
3
 

                                                            
1 Hains Kielsien, 2008, Tieori iUmium Tientaing Hiukium dain Niegairai, Baindiung: N iusai Miediai, hlm. 3. 
2 Zaiinaib Omp iu Jaiinaih. Pien iegaikain Hiukium Daila im Maisyairaikait. Joiurnail of Riurail aind Dievielopmient. 

Voliumie III No.2.Aig iustius2012.hlm.166 
3 Ibid.hlm.167 
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Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses 

melakukan cara agar berjalan atau berfungsinya norma hukum secara konkret 

sebagai penuntun kehidupan dalam berperilaku atau hubungan hukum dalam 

kehidupan masyarakat.
4
 Dalam penegakan hukum adanya kesenjangan antara 

hukum normative (Das Sollen) dengan Hukum secara sosiologis (Das Sein), 

adanya kesenjangan antara perilaku hukum yang seharusnya dalam masyarakat 

dengan perilaku hukum yang senyatanya dalam prilaku hukum masyarakat, dan 

adanya perbedaan antara Law in the book dan Law in action.
5
 

Roscoe Pound menyatakan perbedaan yang ada antara Law in the book dan Law in 

action. Persoalan-persoalan yang ada di dalam perbedaan ini antara lain yaitu: 

1. Apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang sudah diundangkan itu 

mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu; 

2. Apakah yang dikatakan pengadilan saat itu sama dengan apa yang 

dilakukan oleh pengadilan tersebut; 

3. Apakah tujuan yang secara tegas diinginkan oleh suatu peraturan itu sama 

dengan efek dari peraturan itu dalam kenyataannya.
6
 

 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi nya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana 

fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan 

masyarakat umum.
7
  

Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan 

                                                            
4 Haisaizid iuhiu Moho. Pien iegaikain Hiuk ium di Indoniesiai Mien iuriut Aisp iek Kiepaistia in Hiukium, 

Kiea idilain, dain Kiemainfaiaita in.Jiurnail Wairtai, iEdisi 59 (2019) 
5 Aidaimi Chaizaiwi. Pielaija irain Hiukium Pidainai Baigiain I, Raijaiwaili Pr iess, Jaikairtai, 2015, hlm. 12. 
6 Naiiufail Aikbair Kiusiumai Haidi. Pieniega ikain Hiukium di Indoniesiai Dilihait dairi Piersp iektif Sosiologi 

Hiukium. J iurnail Hiukium dain Piembaingiunain iEkonomi, Voliumie 10, Nomor 2, 2022 ISSN (Print) 

2338-1051, ISSN (Onlinie) 2777-0818.hlm.232 
7 https://oniesieairch.id/Riecord/IOS3153.3114/TOC diaiksies paidai 5 Fiebriuairi 2024 Piukiul 00.18 WIB. 
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terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
8
 Salah 

satu upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang telah dialkukan selama ini 

bahkan merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri, 

ialah menggunakan hukum pidana dan sanksinya berupa pidana. 
9
 

 

Sumber utama hukum pidana materiil adalah Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). Pembedaan dan pengelompokan tindak pidana menjadi 

kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada pemikiran bahwa pada 

kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan-perbuatan yang pada 

dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum), yang karenanya 

pada pembuatnya patut dijatuhi pidana walaupun kadang-kadang perbuatan 

seperti itu tidak dinyatakan dalam undang-undang.
10

 

 

Perbuatan-perbuatan yang baru mempunyai sifat terlarang kepada pembuatnya 

diancam dengan pidana  setelah perbuatan itu dinyatakan kedalam undang-

undang. Maka oleh karenanya, bahwa bagi kejahatan pada dasarnya sifat 

terlarangnya atau tercelanya perbuatan itu adalah terletak pada masyarakat, 

sedangkan bagi pelanggaran karena dimuatnya dalam undang-undang
11

.  

 

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah 

memberikan laporan palsu atau pengaduan palsu. Laporan palsu kehilangan 

kendaraan bermotor dalam kenyataannya adalah suatu kebohongan dari pemilik 

kendaraan tersebut yaitu menggelapkan kendaraan yang dalam perjanjian sewa 

                                                            
8 Maihmiud Miulyaidi, Kiepolisiain dailaim sistiem pieraidila in pidainai, iUSiU priess, Miedain,2009,hlm.40 
9 iEmiliai S iusainti, 2019. Politik Hiukium Pidainai. iUniviesitais Laimp iung. Aiiurai:hlm. 36 
10 iEmmy Siunairlin, Tinjaiiua in iUmium Miengienaii Tindaik Pida inai Laiporain Pailsiu, Jiurnail Iius Vol.VII 

No. 2 Sieptiemb ier 2019.hlm 2 
11 Ibid.hlm.3 
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beli masih masuk dalam angsuran pembeli kendaraan, dengan cara berpura- pura 

bahwa kendaraan tersebut telah dicuri oleh pelaku pencurian kendaraan 

bermotor.  

 

Aksi yang dijalankan parapelaku ini, membuat perusahaan asuransi serta finance 

atau leasing (perusahaan pembiayaan) yang menyalurkan kredit pembelian sepeda 

motor mengalami kerugian yang cukup besar hal ini disebabkan karena sepeda 

motor dimaksud tidak lagi dibayar kreditnya bahkan pihak asuransi harus 

mengganti klaim asuransi kehilangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 220 

KUHP: “Barangsiapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi 

sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu, bahwa perbuatan itu 

sebenarnya tidak ada, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan”  

 

Adapun contoh kasus sebagai berikut, seorang pria bernama Angga Sanjaya 

berusia 22 tahun menjual kendaraannya kepada Oki yang merupakan seorang 

DPO (Daftar Pencarian Orang) di Simpang Penawar Unit Dua Kab. Tulang 

Bawang untuk menjual sepeda motor seharga Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus 

ribu rupiah), guna menghentikan angsuran kredit sepeda motor milik terdakwa 

yang masih kurang selama 33 Bulan, Angga Sanjaya melaporkan kejadian bahwa 

seolah terdakwa telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan (pembegalan) 

ke Polsek Abung Selatan.
12

 

 

Berdasarkan hasil penyelidikan pihak Polsek Abung Selatan terdakwa ketahuan 

terdakwa telah melaporkan kejadian yang terdakwa laporkan ke Polsek Abung 

Selatan tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan bahwa terdakwa 

                                                            
12 Piutiusain Piengaidilain Nieg ieri Kotaibiumi Nomor : 302/Pid.B/2022/PN.Kb iu.hlm.3 
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melaporkan kejadian tersebut adalah laporan palsu dan dan keterangan palsu yang 

terdakwa terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. (BAP). Terdakwa di bawa 

oleh anggota Polsek Abung Selatan untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) 

Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Putih tahun 2021 No. Pol : BE 

4201 KL STNK An. ANGGA SANJAYA telah terdakwa jual di Tulang Bawang, 

namun sudah tidak ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT tersebut, 

kemudian terdakwa yang sedang berada di Polsek Abung Selatan ditangkap dan 

dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
13

 

 

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menggunakan dakwaan 

alternatif adalah pertama Pasal 242 Ayat (1) KUHP, dan kedua Pasal 220 KUHP 

agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) 

tahun & 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan 

perintah agar terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya Majelis Hakim yang menangani 

perkara ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 

(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam 

tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.  

 

Proses pembuktian laporan korban di dalam suatu pemeriksaan pidana di 

kepolisian, bahwa peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, 

sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat berwenang terlebih dahulu 

untuk menentukan perbuatan tersebut masuk kedalam tindak pidana atau bukan. 

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau jadi korban tindak 

pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada pihak kepolisian baik 

                                                            
13 Ibid.hlm.5 
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lisan maupun tertulis dan diajukan beberapa alat bukti yang sah untuk 

diperiksa oleh polisi dalam suatu laporan. 
14

 

 

Keterangan yang diberikan oleh seseorang dengan bahasa baik, kronologi, 

bersikap tenang dan meyakinkan, belum tentu seseorang itu memberikan 

keterangan yang sebenarnya. Pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana 

di Pengadilan dan bagaimana kedudukan sumpah palsu dan keterangan palsu 

dalam proses peradilan pidana  disimpulkan bahwa penting pengambilan sumpah 

terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam proses peradilan pidana 

dapat diketahui dari beberapa hal. Seperti dari tujuan dilakukannya sumpah yang 

diharapkan untuk mendorong saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya 

(jujur) karena telah dikuatkan dengan sumpah. Baik untuk diketahui, dari sisi 

keabsahan alat bukti keterangan saksi, karena ketika seorang saksi menolak untuk 

disumpah maka nilai dari alat bukti keterangan saksi tersebut menjadi tidak sah, 

sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, hanya dapat menguatkan 

keyakinan hakim.
15

 

 

Kekuatan hukum sumpah dalam perkara pidana terhadap tindak pidana sumpah 

palsu dan keterangan palsu, telah dirumuskan pada Pasal 242 KUHP. Salah satu 

unsurnya menghendaki agar dapat dikatakan suatu tindak pidana keterangan yang 

disampaikan harus di bawah sumpah. Sumpah yang diperintahkan oleh undang-

undang adalah dalam hal seorang diperiksa di muka pengadilan sebagai saksi, 

maka saksi tersebut sebelum memberikan keterangan harus diambil sumpah akan 

                                                            
14 Jovy Rienaildo Riumondor, Michaiiel Bairaimai,Oliij Ai. Kier ien. Siumpa ih Pailsiu dain K ietieraingain Pailsiu 

Dailaim Prosies P ieraidilain Pidainai. Liex Crimien Vol. X/No. 5/A ipr/iEK 2/2021.Hlm.1 
15 Ibid.hlm.2 
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memberikan keterangan yang benar, penyumpahan ini adalah syarat untuk dapat 

mempergunakan keterangan saksi sebagai alat bukti.
16

 

 

Saksi pemberi keterangan palsu harus mengetahui bahwa ia memberi keterangan 

dengan sadar yang bertentangan dengan kenyataan, serta telah memberikan 

keterangan palsu dibawah sumpah. Suatu keterangan palsu dapat dikatakan 

sebagai tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang 

bersangkutan telah selesai dalam memberikan keterangannya. Dalam hal 

memeriksa seseorang di dalam suatu berita acara pemeriksaan dan persidangan, 

Polisi dan Hakim tidak hanya mendengarkan kesaksian tersebut, tetapi juga selalu 

memperhatikan saksi yang memberikan keterangan tersebut dan latar belakang 

kehidupannya.
17

  

 

Hakim dalam memutus perkara idealnya benar-benar tepat dan memenuhi rasa 

keadilan masyarakat, sebab putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada 

timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan 

Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan 

memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan 

terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan 

berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya 

dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi 

kalangan teoritis dan praktisi hukum.
18

 

 

                                                            
16 Tri Aindrismain. dain Firgainiefi,  2017. Dielik T iertientiu daila im KiUHP. iUniviersitais Laimp iung. Zaim-

Zaim Tow ier. hlm. 98 
17 Jovy Rienaildo Riumondor, Michaiiel Bairaimai,Oliij Ai. Kier ien. Op.Cit. .hlm.3 
18 Aihmaid Rifaii, P ieniemiuain Hiukium ol ieh Haikim dailaim P iersf iektif H iukium Progriesif, (Jaikairtai: Sinair 

Graifikai,.2010), hlm.103. 
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Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, 

yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidak 

cermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan 

teknik dalam membuatnya. Pentingnya putusan hakim yang ideal sesuai dengan 

fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai alat untuk menciptakan 

keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin 

adanya kepastian hukum.
19

 

 

Hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang 

dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, 

dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh 

masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam 

pergaulan hidup bersama. Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-

tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan 

sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki 

kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.  

 

Berdasarkan dengan uraian di atas maka dapat isu hukum dalam penelitian ini 

adalah Seseorang dapat diancam dengan pidana laporan palsu apabila memenuhi 

unsur-unsur dalam Pasal 220 KUHP diantaranya, yaitu Adanya subjek hukum 

atau orang yang melakukan; Melakukan perbuatan berupa memberitahukan atau 

mengadukan suatu perbuatan pidana; Perbuatan pidana yang diberitahukan atau 

diadukan diketahui tidak dilakukan atau tidak terjadi. Selain daripada itu, 

seseorang dapat pula diancam pidana sumpah palsu apabila memenuhi unsur 

                                                            
19 Ibid., 
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Pasal 242 KUHP Ayat (1) yang menyebutkan bahwa : 

“Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya 

memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum 

kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan 

palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun 

oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama tujuh tahun”. 

 

 

Penegakan hukum terhadap tindak pidana laporan palsu sebagai bentuk upaya 

pelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa, karena pada 

dasarnya pemberian laporan palsu pihak kepolisian merupakan perbuatan yang 

tidak menghormati lembaga penegakan hukum, karena setelah disampaikan 

laporan tersebut, pihak kepolisian melaksanakan penyelidikan yang 

membutuhkan tenaga dan biaya, tapi ternyata tindak pidana yang dilaporkan oleh 

pelaku tersebut tidak terjadi.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis melaksanakan penelitian dan 

menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: “Penegakkan Hukum Pidana 

Terhadap Tindak Pidana Laporan Palsu dan Sumpah Palsu di Kepolisian” 

(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu). 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penegakan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana laporan palsu dan sumpah palsu pada Kepolisian dalam perkara 

Putusan Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu? 
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2. Apakah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam penjatuhan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana laporan palsu dan sumpah palsu pada 

Kepolisian dalam perkara Putusan Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu.? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Ruang Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana, 

khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai penegakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana pemberian laporan palsu pada Kepolisian Ruang lingkup 

lokasi penelitian adalah pada Polres Lampung Utara dan Kejaksaan Negeri 

Lampung Utara, Pengadilan Negeri Lampung Utara, dan Pengadilan Negeri 

Kotabumi dengan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2024. 

 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan 

kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun 

tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui mengetahui penegakan hukum dalam penjatuhan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana laporan palsu dan sumpah palsu pada 

Kepolisian dalam perkara Putusan Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum dalam penjatuhan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana laporan palsu dan sumpah palsu pada 

Kepolisian dalam perkara Putusan Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu. 
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2. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu : 

a. Kegunaan Teoritis 

 

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan 

pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan 

dengan peneggakan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana laporan palsu terhadap Kepolisian. 

b. Kegunaan Praktis 

 

1) Hasil penulisan ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap 

masalah yang akan diteliti. 

2. Hasil penulisan ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi bagi 

masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai bagaimana 

penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana laporan palsu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Setiap penelitian akan ada k ierangka t ieoritis yang mienjadi ac iuan dan b iertiuj iuan 

iunt iuk miengid ientifikasi t ierhadap dimiensi sosial yang r ielavan olieh p ienieliti. 

Kierangka tieoritis sius iunan dari biebierapa anggapan, p iendapat, cara, at iuran, asas, 

kietierangan s iebagai satiu kiesatiuan yang logis yang mienjadi ac iuan, landasan, dan 

piedoman iunt iuk miencapai tiuj iuan dalam pienielitian ataiu pieniulisan. 



12 
 

 

Kierangka piemikiran dalam p ienielitian ini dig iunakan iunt iuk dapat mienjawab 2 

(diua) riumiusan masalah yang tielah ditietapkan. Yaitiu miengg iunakan tieori 

pieniegakan h iukium pidana dan t ieori faktor yang miempiengariuhi pieniegakan 

hiukium pidana. 

 

a. Tieori Pieniegakan Hiukium Pidana 

 

Sistiem p ieradilan pidana miemiliki tiga kompon ien iutama, yait iu pieniegakan 

hiukium, p iengadilan, dan p iemasyarakatan. Kompon ien iutama yang dimaks iud 

disini biukanlah mier iupakan kompon ien kajian dalam sist iem p ieradilan pidana, 

mielainkan kompon ien iutama dalam sist iem pieradilan pidana tiers iebiut. Siecara 

iumium kompon ien p ieniegak h iukium di n iegara manap iun t ierdiri dari kiepolisian, 

kiejaksaan, hakim, piengacara, dan piet iugas piemasyarakatan.
20

 Komponien 

pieniegak hiukium har ius biergierak siecara biersama-sama dan saling bierkaitan 

satiu diengan yang lainnya.  

 

M ielaksanakan pros ies p ieniegakan h iukium t iers iebiut, h iubiungan antar komponien 

dimiungkinkan t ierjadi kietidak sinkronan baik disiebabkan kariena p iengat iurannya 

ma iupiun dalam pielaksanaannya yang bisa bierakibat pada k ieiefiektivitasan 

t iujiuan sistiem p ieradilan pidana. Olieh kariena itiu, h iubiungan antar komponien 

pieniegak h iukium dalam pros ies p ieniegakan h iukium t iers iebiut mienjadi sat iu kajian 

sistiem pieradilan pidana, miengingat pientingnya kieharmonisan dan sinkronasi 

antar kompon ien dalam miewiuj iudkan t iuj iuan sist iem pieradilan pidana. 

 

 

 

 

                                                            
20 Tolib iEffiendi, Sistiem Piera idilain Pidainai, Piustaikai Yiustisiai, 2013, Yogyaikairtai, hail. 12. 
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Pieniegakan hiukium mier iupakan siuat iu iusaha iunt iuk miewiuj iudkan idie-idie kieadilan, 

kiepastian  hiukium dan kiemanfaatan sosial mienjadi kienyataan. Jadi pieniegakan 

hiukium pada hakikatnya adalah pros ies pierwiuj iudan idie-idie. Pieniegakan hiukium 

adalah prosies dilakiukannya iupaya tiegaknya ataiu bierfiungsinya norma- norma 

hiukium s iecara nyata siebagai piedoman pielakiu dalam lal iu lintas ataiu hiubiungan-

hiubiungan hiukium dalam kiehidiupan biermasyarakat dan bierniegara.  

 

Pieniegakan hiukium mier iupakan iusaha iunt iuk miewiuj iudkan idie-idie dan kons iep- 

kons iep h iukium yang diharapakan rakyat mienjadi k ienyataan. Pieniegakan h iukium 

mier iupakan s iuatiu pros ies yang mielibatkan banyak hal
21. 

M ieniuriut So ierjono 

Soiekanto, p ieniegakan hiukium adalah kiegiatan
 
mienyierasikan hiubiungan nilai-nilai 

yang tierjabarkan didalam kaidah- kaidah/pandangan nilai yang mantap dan 

miengiej iewantah dan sikap tindak s iebagai rangkaian pienjabaran nilai tahap akhir 

iunt iuk mienciptakan, miemielihara dan miempiertahankan k iedamaian p ierga iulan 

hid iup.
22

 

 

Pieniegakan h iukium s iecara kongkriet adalah bierlakiunya h iukium positif dalam 

praktik s iebagaimana s iehariusnya pat iut dipatiuhi. Ol ieh kariena itiu, miembierikan 

kieadilan dalam s iuat iu pierkara bierarti miemiut iuskan hiukium in concrieto (pieratiuran 

hiukium yang bierlakiu pada s iuat iu niegara yang t ielah dit ierapkan ol ieh p iengadilan 

t ierhadap siuatiu kas ius yang tierjadi dalam masyarakat) dalam miempiertahankan 

dan mienjamin ditaatinya hiuk iummat ieriil diengan mienggiunakan cara pros iediural 

yang ditietapkan olieh hiukium formal 
23

  

                                                            
21 Diellyainai,Shaint. Konsiep Pieniegaikain Hiukium. Libierty, 1988, Yogyaikairtai, hail. 32 
22 https://www.pn-pailopo.go.id/indiex.php/miediai-cientier/airtikiel/184-pairaidigmai-h iukium-progriesif 

diaiksies paidai 5 Fiebriuairi Piukiul 00.24 WIB. 
23 Ibid hlm. 33 
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Siecara iumium t ieori p ieniegakan hiukium dib iedakan mienjadi 3 bagian. Tieori 

pieniegakan hiukium yait iu: 

 

1) Tahap formiulasi ataiu yang dapat piula disiebiut tahap in abstracto adalah tahap 

pieniegakan hiukium pidana in abstracto olieh badan p iembient iuk iundang-iundang. 

Dalam tahap ini p iemb ientiuk iundang- iundang mielak iukan k iegiatan miemilih 

nilai-nilai yang s ies iuai diengan k ieadaan dan sit iuasi masa kini dan masa yang 

akan datang, k iemiudian mier iumiuskannya dalam b ientiuk p ieratiuran pier iundang-

iundangan pidana iuntiuk miencapai hasil pier iundang-iundangan pidana yang 

paling baik, dalam arti m iemieniuhi syarat kieadilan dan daya g iuna tierhadap 

kiebijakan liegislatif. 

2) Tahap aplikasi (ataiu yang dapat p iula disiebiut tahap in concrieto) adalah 

t ierhadap pieniegakan h iukium pidana (t ierhadap p ienierapan hiukium pidana) ol ieh 

aparat-aparat p ieniegak h iuk ium miulai dari kiepolisian, k iejaksaan hingga 

piengadilan, dalam tahap ini aparat p ieniegak h iukium mieniegakkan s ierta 

mienierapkan p ieratiuran p ier iundang-iundangan pidana yang tielah dibiuat olieh 

badan p iembientiuk iundang-iundang. Dalam mielaksanakan t iugas ini, aparat 

pieniegak h iukium har ius miemiegang t iegiuh nilai-nilai k ieadilan dan daya g iuna. 

Tierhadap kiediua ini dapat disiebiut tahap k iebijakan yiudikatif. 

3) Tahap ieksiekiusi (ataiu yang dapat piula disiebiut tahap in concrieto) adalah tahap 

pieniegakan (pielaksanaan) hiukium pidana siecara konkr iet olieh aparat pielaksana 

pidana. Dalam tahap ini aparat p ielaksana pidana biertiugas mieniegakkan 

pieratiuran pidana yang tielah dibiuat ol ieh piembient iuk iundang- iundang mielaliui 

pienierapan pidana yang t ielah dit ietapkan olieh p iengadilan. Aparat pielaksana 

dalam mienjalankan tiugasnya har ius b ierpiedoman k iepada pieratiuran p ieriundang-

iundangan pidana yang t ielah dibiuat ol ieh piembient iuk iundang- iundang (liegislatiur 

dan nilai-nilai kieadilan sierta daya giuna.
24

 

 

 

b. Tieori Faktor-faktor yang M iempiengar iuhi P ieniegakan Hiukium  

Siecara konsiepsional, maka inti dan arti p ienangg iulangan hiukium t ierlietak pada 

kiegiatan mienyierasikan h iubiungan nilai-nilai yang tierjabarkan di dalam kaidah- 

kaidah dan sikap tindak s iebagai rangkaian pienjabarannilai tahap akhir, iunt iuk 

mienciptakan, miemielihara, dan miempiertahankan k iedamaian p iergaiulan hidiup. 

hiukium mier iupakan siuat iu prosies sosial, yang tdak b iersifat tiertiut iup tietapi b iersifat 

                                                                                                                                                                   
 
24 Miulaidi dain Bairdai Naiwaiwi Airiief, Biungai Raimpa ii Kiebijaikain Hiukium Pidainai. Citrai Aidityai Baikti, 

Baindiung, hlm.173 
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t ierbiuka dimana banyak faktor yang akan miempiengar iuhinya.
25 Kiebierhasilan 

pieniegakan hiukium akan sangat di p iengariuhi olieh b ierbagai faktor, adap iun faktor 

yang miempiengariuhi p ieniegakan hiukium adalah: 

 

1) Faktor hiukium, yakni prihal pieratiuran p ier iundang- iundangan yang bierlakiu 

2) Faktor pieniegak h iukium. yakni pihak-pihak yang miembient iuk maiupiun 

mienierapkan h iukium. 

3) Faktor sarana dan prasarana yang miendiukiung pieniegakan hiukium.  

4) Faktor masyarakat, yakni lingkiungan di mana h iukium t iers iebiut bierlakiu ataiu 

ditierapkan 

5) Faktor kiebiudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada 

karsa man iusia di dalam p iergaiulan hid iup.
26

 

 

Faktor-faktor pienient iu tiegaknya hiukium ini mier iupakan ies iensi dalam pieniegakan 

hiukium dan saling bierkaitan, j iuga mier iupakan tolak iukiur dari iefiektifitas 

pieniegakan h iukium. Pieniegakan hiukium, s iebagaimana dir iumiuskan siecara 

s iedierhana ol ieh Satjipto Rahardjo, mier iupakan s iuatiu pros ies iunt iuk miewiuj iudkan 

kieinginan- kieinginan hiukium mienjadi kienyataan
27

. Kieinginan-kieinginan hiukium 

yang dimaks iudkan di sini yait iu yang mier iupakan pikiran-pikiran badan 

piembient iuk iundang-iundang yang dir iumiuskan dalam pierat iuran-pieratiuran hiukium 

itiu. Pier iumiusan pikiran piembiuat h iukium yang dit iuangkan dalam p ierat iuran h iukium, 

t iuriut mienient iukan bagaimana p ieniegakan h iukium itiu dijalankan. 

 

2. Kons ieptiual 

 

Konsiept iual adalah s iusiunan b ierbagai konsiep yang mienjadi fokius p iengamatan 

dalam mielaksanakan pienielitian. K ierangka kons ieptiual adalah kierangka yang 

mienggambarkan hiubiungan antara kons iep-konsiep kh ius ius yang miempiunyai arti- 

                                                            
25 Soierjono Soiekainto, Fa iktor-Faiktor yaing M iempiengairiuhi Pien iegaikka in Hiukium, cietaikain kie-11, 

Jaikairtai: PT. Raijaigraifindo Piersaidai, 2012, hlm, 8. 
26 Soierjono Soiekainto, Faiktor-faiktor yaing Miemp iengairiuhi Pieniegaikain Hiukium, (Ja ikairtai: 

RaijaiGraifindo Piersaidai, 2007),  hlm.5. 
27 Saitjipto Raihairdjo, 1983, Ma isaila ih Pieniegaikain Hiukium, Baindiung: Sinair Bair iu, hlm. 24. 
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arti yang bierkaitan diengan istilah yang ditieliti ataiu dik ietahiui.
28 Bierdasarkan 

diefinisi tiers iebiut, maka kons ieptiualisasi dalam p ienielitian ini adalah s iebagai 

bierikiut: 

a. Pieniegakan h iukium, adalah siuatiu prosies iunt iuk miewiuj iudkan k ieinginan- 

kieinginan h iukium mienjadi kienyataan, yang dis iebiut k ieinginan-kieinginan 

hiukium disini tidak lain adalah pikiran-pikiran piembiuat iundang-iundang yang 

diriumiuskan dalam p ieratiuran h iukium it iu. Piembicaraan mieng ienai pros ies 

pieniegakan h iukium mienjangkaiu piula sampai k iepada piembiuatan h iukium. 

Pier iumiusan pikiran p iembiuat iundang- iundang (hiukium) yang dit iuangkan dalam 

pieratiuran h iukium akan t iuriut mienient iukan bagaimana p ieniegakan h iukium it iu 

dijalankan.
29

 

b. Tindak Pidana adalah pierb iuatan yang dilarang olieh s iuatiu atiuran hiukium, 

larangan mana yang dis iertai ancaman (sanksi) b ier iupa pidana t iertientiu bagi 

siapa yang mielanggar larangan it iu. Tindak pidana mier iupakan p ielanggaran 

norma ata iu gangg iuan tierhadap tiertib h iukium, yang d iengan s iengaja ata iu tidak 

s iengaja tielah dilakiukan t ierhadap sieorang pielak iu
30

. 

c. Laporan Pals iu adalah pierbiuatan yang diat iur Pasal 220 K iUHP: “Barangsiapa 

yang miembieritahiukan ataiu miengad iukan bahwa ada tierjadi s ies iuatiu pierbiuatan 

yang dapat dih iukium, s iedang ia tah iu, bahwa p ierbiuatan it iu s ieb ienarnya tidak 

ada, dihiukium pienjara sielama-lamanya satiu tahiun iempat b iulan”. 

 

                                                            
28 Ibid., hlm, 132 
29 iErnai Diewi dain Firgain iefi, Sistiem Piera idilain Pidainai Indoniesia i (Dinaimikai dain Pierkiembaingain), 

PKKPiU iU FiU iUnilai, Baindair Laimp iung, 2013, hlm. 37 
30P.Ai.F. Laimintaing dain Thieo Laimintaing, Hiukium Pienitiensiier Indoniesiai iEdisi Kied iuai, Sinair 

Graifikai, Jaikairtai. 2012. hlm. 42. 
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d. Siumpah Pals iu adalah adalah janji ata iu piengiuatan yang dihar iuskan mieniur iut 

atiuran-atiuran iumium ata iu yang mienjadi piengganti siumpah. p ierbiuatan yang 

diatiur Pasal 242 mier iumiuskan s iebagai bierikiut : Barangsiapa dalam k ieadaan 

dimana iundang-iundang mienient iukan mienient iukan siupaya miembierikan 

kietierangan diatas s iumpah ataiu miengadakan akibat h iukium k iepada kiet ierangan 

yang d iemikian, d iengan s iengaja miembierikan kiet ierangan palsiu di atas s iumpah, 

baik d iengan lisan ataiu t iulisan, s iecara pribadi ma iupiun ol ieh k iuasanya yang 

khius ius ditiunj iuk iunt iuk itiu, diancam d iengan pidana p ienjara paling lama t iuj iuh 

tahiun.
31

  

 

E. Sistiematika Pieniulisan 

 

Sistiematika p ieniulisan ini miemiuat k ies ieliur iuhan yang akan disajikan d iengan tiuj iuan 

miempiermiudah p iemahaman kont ieks skripsi ini, maka p ieniulis mienyajikan 

pieniulisan diengan sistiematika s iebagai b ierikiut: 

 

I. PiENDAH iULiUAN 

 

Piendah iul iuan mier iupakan bab p iertama dari karya tiulis yang b ierisi jawaban apa dan 

miengapa p ienielitian it iu pierliu dilakiukan. Pada tahap ini b ierisi piendah iuliuan 

pienyius iunan proposal yang akan miengiuraikan latar b ielakang masalah, 

piermasalahan p ienielitian dan r iuang lingkiup p ienielitian, tiuj iuan dan k iegiunaan 

pienielitian, kierangka t ieoritis dan konsieptiual s ierta sistiematika p ieniulisan. 

 

 

                                                            
31 Aildi Indrai Taimb iuw iun. Sa inksi Tierhaidaip Saiksi Yaing Miembierika in Kietiera ingain Pailsiu di Aita is 

Siumpaih Bierdaisairka in Kitaib iUndaing-iUndaing Hiukium Pidainai Paisail 242 Tientaing S iumpaih Pailsiu 

Dain Kietiera ingain Pailsiu. Liex Privaitium, Vol. IV/No. 6/Jiuli/2016.Hlm.1 
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II. TINJAiUAN PiUSTAKA 

 

Bab ini bierisi bierbagai p ieng iertian ataiu t ieori yang b ierkaitan diengan kajian 

pienielitian yaitiu pieniegakkan h iukium dalam mienjatiuhkan pidana, p iutiusan hakim 

dalam p ierkara pidana, h iukium pidana dan tindak pidana dan tindak pidana 

miembierikan laporan pals iu s ierta faktor-faktor yang miempiengariuhi p ieniegakan 

hiukium. 

 

III. M iETODiE PiENiELITIAN 

 

Bab ini miengiuraikan tientang mietod ie yang akan dig iunakan dalam p ienielitian 

bier iupa langkah-langkah yang akan dig iunakan dalam p iendiekatan masalah, 

piengiuraian tientang siumbier data dan jienis data, s ierta prosiediur analisis data yang 

t ielah didapat. 

 

IV. HASIL PiENiELITIAN DAN P iEMBAHASAN 

 

Bab ini b ierisi dieskripsi b ier iupa p ienyajian dan p iembahasan data yang t ielah 

didapat pienielitian, t ierdiri dari bagaimana p ieniegakkan h iukium t ierhadap tindak 

pidana laporan pals iu t ierhadap K iepolisian dalam P iut iusan Nomor: 

302/Pid.B/2022/PN.Kbiu dan p ienjatiuhan pidana t ierhadap pielakiu tindak pidana 

piembieri laporan pals iuiu tierhadap K iepolisian t ielah miemieniuhi rasa kieadilan 

s iubstantif. 

 

V. PiENiUTiUP 

 

Bab ini bierisi kiesimpiulan iumium yang didasarkan pada hasil analisis dan 

piembahasan p ienielitian s ierta bierbagai saran sies iuai diengan p iermasalahan yang 

ditiuj iukan k iepada pihak-pihak yang t ierkait diengan p ienielitian d iemi p ierbaikan 

kin ierja pieniegakan h iukium pidana di masa miendatang. 
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II. TINJAiUAN PiUSTAKA 

 

 

 

A. Tinja iuan iUm ium Tientang Pieniegakan H iukium Pidana 

 

 

1. Piengiertian Pieniegakan Hiukium Pidana 

 

Fienomiena kiejahatan siebagai salah sat iu bient iuk dari “pierilakiu mienyimpang” 

sielaliu ada dan mieliekat pada tiap bient iuk masyaraka. Mieniur iut Bien iedict S. Alp ier 

kiejahatan mier iupakan thie old iest sosial probliem, siebagai bient iuk masalah sosial 

bahkan masalah k iemaniusiaan maka kiejahatan p ierliu siegiera ditangg iulangi. iUpaya 

pienanggiulangan kiejahatan ataiu biasa disiebiut siebagai kiebijakan kriminal. 

Mieniur iut Marc Anciel k iebijakan kriminal (criminal policy) adalah siebgai bierikiut: 

“S iuat iu iusaha yang rasional dari masyarakat dalam mienanggiulangi kiejahatan”. 

 

Riuang lingkiup kiebijakan kriminal di atas, pienierapan hiukium pidana (criminal 

law application) mier iupakan salah sat iu iupaya pienanggiulangan kiejahatan. 

P ienanggiulangan kiejahatan diengan mienggiunakan pidana siebienarnya biukan 

siebiuah mietodie yang  bar iu,  mielainkan cara  yang  paling  t iua,  siet iua pieradaban  

maniusia siendiri. Bahkan, ada yang siecara iekstr iem mieyiebiutkan siebagai “oldier 

philosophy of crimie control.
32

 

 

                                                            
32 Ba irdai Naiwa iwi Airi ief, Kiebijaikain Liegislaitif Daila im Pienainggiulaingain Kieja ihaita in Diengain 

Pida inaiDiengain Pidainai Pienjaira i, Yogyaikairta i; Gientai Piublshing, 2010, hlm 18. 
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Pieniegakan h iukium adalah s iuatiu iusaha iunt iuk mienangg iulangi kiejahatan s iecara 

rasional, miemieniuhi rasa k ieadilan dan b ierdaya g iuna. Dalam rangka 

mienangg iulangi kiejahatan tierhadap b ierbagai sarana siebagai rieaksi yang dapat 

dib ierikan kiepada pielakiu kiejahatan, b ieriupa sarana pidana ma iupiun non pidana, 

yang dapat diintiegrasikan sat iu diengan yang lainnya. Apabila sarana pidana 

dipanggil iunt iuk  mienangg iulangi kiejahatan, bierarti akan dilaksanakan politik 

hiukium pidana, yakni miengadakan p iemilihan iunt iuk miemcapai hasil 

pier iundangiundangan pidana yang sies iuai diengan k ieadaan dan sit iuasi pada s iuatiu 

wakt iu dan iunt iuk masa-masa yang akan datang.
33

 Pieniegakan h iukium pidana yang 

rasional tiersiebiut tierdiri dari tiga tahap, yait iu:
34

 

1. Tahap formiulasi adalah tahap pieniegakan hiukium pidana in abstracto olieh 

badan piembient iuk iundang- iundang. Dalam tahap ini piembient iuk iundang-

iundang mielakiukan k iegiatan miemilih nilai-nilai yang s iesiuai diengan k ieadaan 

dan sit iuasi masa kini dan masa yang akan datang, kiemiudian 

mier iumiuskannya dalam bient iuk pierat iuran p ier iundang- iundangan pidana iunt iuk 

miencapai hasil pier iundang- iundangan pidana yang paling baik, dalam arti 

miemieniuhi syarat kieadilan dan daya giuna t ierhadap kiebijakan liegislatif. 

2. Tahap aplikasi adalah  t ierhadap pieniegakan hiukium pidana (t ierhadap 

pienierapan hiukium pidana) olieh aparat-aparat p ieniegak hiukium miulai dari 

kiepolisian, kiejaksaan hingga piengadilan, dalam tahap ini aparat pieniegak 

hiukium mieniegakkan sierta mienierapkan p ierat iuran p ier iundang- iundangan pidana 

yang t ielah dibiuat olieh badan piembient iuk iundang- iundang. Dalam 

mielaksanakan  t iugas  ini, aparat pieniegak hiukium har ius miemiegang t iegiuh nilai-

nilai kieadilan dan daya giuna. T ierhadap kiediua ini dapat disiebiut tahap 

kiebijakan yiudikatif. 

3. Tahap ieksiekiusi adalah tahap pieniegakan (pielaksanaan) hiukium pidana siecara 

konkr iet olieh aparat p ielaksana pidana. Dalam tahap ini aparat p ielaksana pidana 

biertiugas mieniegakkan p ieratiuran pidana yang t ielah dib iuat ol ieh p iembientiuk 

iundang- iundang mielal iui pienierapan pidana yang t ielah dit ietapkan olieh 

piengadilan. Aparat pielaksana dalam mienjalankan tiugasnya harius b ierpiedoman              

                                                            
33 Bairdai Naiwaiwi Airi ief, Kiebijaikain Hiukium Pidainai, Baindiung: PT.Citrai Aidityai Ba ikti, 2002, hlm. 

109. 
34 Miula idi, Kaipitai S iel iekta i Sistiem Pieraidila in Pidainai, Siemairaing: iUndip, 1995, hlm 45 
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kiepada pieratiuran p ieriundang-iundangan pidana yang t ielah dibiuat ol ieh 

piembient iuk iundang-iundang (liegislatiur dan nilai-nilai k ieadilan s ierta daya giuna. 

 

Baik iuntiuk dik ietahiui, pieniegakan hiukium pidana in abstracto mier iupakan tahap 

piembiuatan/p ier iumiusan (tahap formiulasi) siudah b ierakhir saat di iundangkannya 

s iuatiu pieratiuran p ieriundang- iundangan. Tahap l iegislasi/ formiulasi dilanj iutkan kie 

tahap aplikasi dan tahap ieksiekiusi. Dalam k iet ientiuan p ieriundang-iundangan itiu 

harius dik ietahiui tiga masalah pokok h iukium pidana yang b ieriupa, yaitiu:  

1. Tindak pidana (strafbaar fieit/criminal act/act ius r ie ius). 

2. Kiesalahan (sch iuld/giuit/miens r iea). 

3. Pidana (straf/piunishm ient/poiena) 

 

Pieniegakan h iukium pidana in concrieto t ierdiri dari: 

1. Tahap p ienierapan/aplikasi (pienyidikan) 

2. Tahap p ielaksanaan iundang- iundang ol ieh aparat p ieniegak h iukium, yang dapat 

disiebiut tahap yiudisial dan tahap ieks iekiusi.  

 

Pieniegakan h iukium pidana in concr ieto, pada hakikatnya mier iupakan pros ies 

pienjatiuhan pidana ata iu pros ies p iemidanaan. Pros ies p iemidanaan itiu s iendiri 

mier iupakan pros ies pieniegakan hiukium pidana dalam rangka mieniegakkan 

kiebienaran dan k ieadilan. Kied iua tahap itiu mieriupakan aspiek-aspiek ataiu titik 

kr iusial dari p ienanganan dan p ienindakan s iuatiu pierkara pidana kar iena p ieniegakan 

hiukium pidana akan diwarnai siebagai b ierikiut:  

1. Masalah piermainan kotor (p ierbiuatan iuang siuap dan pierbiuatan tierciela 

lainnya). 
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2. Masalah optimalisasi p iend iekatan k ieilmiuan (sciientific ciult iur ie /approach) 

dalam p ieniegakan h iukium.  

 

Pieniegakan h iukium pidana pada tahap in concrieto (tahap aplikasi) j iuga masih 

dip iengariuhi ol ieh k iebiasaan/biudaya p iermainan kotor dan jalan pintas yang 

dilakiukan ol ieh oknium aparat pieniegak hiukium yang koriup dan koliutif d iengan 

pielakiu tindak pidana. Barda Nawawi Ari ief mienyatakan bahwa istilah p iermainan 

kotor liebih miengiena dari pada mafia pieradilan, kar iena hanya miembieri kiesan 

pada bient iukbientiuk p ierbiuatan tierc iela yang t ierjadi sielama prosies piengadilan, 

padahal tidak s iedikit kiel iuhan masyarakat yang mienjadi obj iek p iemierasan dan 

pierbiuatan tierciela/ piermainan kotor lainnya s iebielium prosies p ierkaranya 

dilimpahkan k ie piengadilan. 

 

P ieniegasan p ierliunya iupaya pienanggiulangan kiejahatan diint iegrasikan d iengan 

kiesieliur iuhan kiebijakan sosial dan pier iencanaan piembangiunan (nasional). S iepierti 

yang piernah dikiemiukakan olieh S iudarto, bahwa apabila hiukium pidana hiendak 

dilibatkan dalam iusaha miengatasi siegi-siegi niegatif dari p ierkiembangan 

masyarakat/modiernisasi (antara lain, pienanggiulangan kiejahatan dll), maka 

hiendaknya dilihat dalam  hiubiungan k iesieliur iuhan politik criminal ataiu social 

dief iencie planning, dan ini piun har ius mier iupakan bagian int iegral dan r iencana 

piembangiunan nasional.
35

 

 

iUpaya p ienangg iulangan k iejahatan pierliu ditiempiuh d iengan p iediekatan kiebijakan. 

Artinya, t ierdapat kiet ierpadiuan (intiegralitas) antara politik kriminal dan politik 

sosial, siekaligius tierdapat kietierpadiuan (int iegralitas) antara iupaya 

                                                            
35 SiudairtoKaipitai Siel iekta i Hiukium Pidainai,Ba indiung; Ailiumni, 1981, hlm 104 
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pienangg iulangan k iejahatan diengan “p ienal” dan “non-pienal.
36

 iUpaya 

pienanggiulangan kiejahatan d iengan hiukium pidana, kiebijakan hiukium pidana 

mier iupakan bagian dari kiebijakan pieniegakan hiukium (law ienforciemient policy), 

khius iusnya pieniegakan hiukium pidana, dan jiuga mier iupakan bagian int iegral dari 

iusaha p ierlindiungan masyarakat (sosial d ief iencie) sierta iusaha iunt iuk miencapai 

k iesiejaht ieraan masyarakat (sosial wielfarie).
37

 

 

Pieniegakan h iukium s iecara konkriet adalah bierlakiunya h iukium pisitif dalam praktik 

s iebagaimana s iehariusnya patiut dipat iuhi, olieh kariena itiu, miembierikan k ieadilan 

dalam s iuat iu pierkara b ierarti miemiut iuskan h iukium in conc ierto dalam 

miempiertahankan dan mienjamin ditaatinya h iukium mat ieriil diengan miengg iunakan 

cara prosiediural yang dit ietapkan olieh hiukium formal.
38

 

 

P ienggiunaan hiukium pidana siebagai iupaya pienanggiulangan k iejahatan hiendaknya 

dilihat dalam hiubiungan k iesieliur iuhan politik kriminal ataiu sosial d ief iencie 

planning” yang mier iupakan bagian dari piembangiunan nasional.
39

 Hiermann 

Mannhieim mieng iemiukakan  bahwa dalam  hiukium pidana t ierdapat diua masalah 

iutama yang dihadapi, yait iu: 

1. pienient iuan pandangan t ientang nilai-nilai t ierpientingnya (thie most important 

val iuies) manakah yang ada pada masa piembangiunan ini; 

2. pienient iuan apakah nilai-nilai it iu dis ierahkan iunt iuk dipiertahankan olieh hiukium 

pidana ataiukah disierahkan pada iusaha lain iunt iuk miempiertahankannya.
40

 

                                                            
36 Ba irdai Na iwaiwi Airi ief, Biungai Raimpaii Kiebijaikain Hiukium Pida ina i, Op. Cit, hlm 4 
37 Ibid, hlm. 27 
38 Diellya inai Shaint, Konsiep Pien iegaikain Hiukium, Yogyaikairtai: Libierty, 1988, hlm33. 
39 Miula idi, Tieori-t ieori dain Kiebijaikain Pidaina i, Baindiung; Ail iumni, 1998, hlm 157. 
40 Tieg iuh Praisietyo, Politik Hiukium Pidaina i, Yogya ikairta i; Piustaikai Piela ijair, 2005, hlm. 108. 
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Kiebijakan hiukium pidana t ierdapat diua masalah sientral yang har ius dit ient iukan, 

yait iu: a) P ierbiuatan apa yang siehar iusnya dijadikan tindak pidana, dan b) 

Sanksi apa yang siebaiknya digiunakan ataiu dikienakan kiepada si p ielanggar. 

Masalah s ientral yang piertama iumiumnya disiebiut siebagai prosies kriminalisasi, 

siedangkan masalah yang kiediua dikienal d iengan prosies pienalisasi. Adapiun alasan 

kriminalisasi pada iumiumnya mielipiuti : 

1. Adanya korban;artinya, pierbiuatan t iersiebiut har ius mienimbiulkan sies ieiuat iu yang 

biur iuk ataiu mienimbiulkan kier iugian. 

2. Kriminalisasi biukan siemata-mata dit iujiukan iunt iuk piembalasan; 

3. Har ius bierdasarkan asas ratio principl ie, dan 

4. Adanya kies iepakatan sosial (p iublic siupport) 

Bierdasarkan piendiekatan yang bieroriientasi pada kiebijakan sosial, maka S iudarto 

bierpiendapat dalam mienghadapi masalah sientral yang piertama di atas, har ius 

dipierhatikan hal-hal yang pada intinya : 

a. P ienggiunaan hiukium pidana har ius miempierhatikan t iujiuan piembangiunan 

nasional yait iu miewiujiudkan masyarakat adil makmiur  yang mierata mat ieriil 

dan spirit iuil bierdasarkan pancasila; s iehiubiungan d iengan ini maka 

(pienggiunaan) hiukium pidana biert iujiuan iunt iuk mienanggiulangi kiejahatan dan 

miengadakan piengiugieran t ierhadap tindakan p ienanggiulangan it iu siendiri, diemi 

kiesiejaht ieraan dan piengayoman masyarakat; 

b. P ierbiuatan yang diiusahakan iunt iuk  diciegah ataiu ditanggiulangi d iengan hiukium 

pidana har ius mier iupakan “pierbiuatan yang tidak dikiehiendaki”, yait iu pierbiuatan 

yang miendatangkan kier iugian (mat ieriil dan ata iu spirit iuiil) atas warga 

masyarakat; P ienggiunaan hiukium pidana har ius piula miempierhit iungkan prinsip 

“biaya dan hasil”. (cost-bieniefit principlie); 

c. P ienggiunaan hiukium pidana har ius piula miempierhatikan kapasitas ataiu 

kiemampiuan daya kierja dari badan-badan pieniegak hiukium, yait iu jangan 

sampai ada kielampaiuan bieban t iugas (ovierb ielasting).
41

 

 

                                                            
41 Miulaidi, Op.Cit, hlm. 161. 
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B. Sistiem Pieradilan Pidana di Indoniesia 

Siecara iumium sist iem p ieradilan pidana dapat dimaknai s iebagai siuat iu pros ies 

biekierjanya b iebierapa liembaga yang dimiulai dari tahap pienyidikan, pieniunt iutan, 

piemieriksaan di p iengadilan hingga adanya p iutiusan hakim yang dijalankan ol ieh 

l iembaga p iemasyarakatan. M ien iur iut Romli Atmasasmita yang dik iutip dari s iebiuah 

j iurnal yang dit iulis olieh Michaiel Barama miengiemiukakan bahwa sist iem p ieradilan 

pidana siebagai siuat iu pieniegakan h iukium ata iu law ienforc iemient, maka didalamnya 

t ierkandiung asp iek h iukium yang mienitik b ieratkan k iepada op ierasionalisasi 

bierjalannya s iuat iu pieratiuran pier iundang-iundangan dalam hal m iengiupayakan 

pienangg iulangan k iejahatan dan b iertiujiuan iuntiuk miencapai kiepastian hiukium.
42

  

 

Piembahasan miengienai tiuj iuan akhir dari sist iem p ieradilan pidana yakni dalam 

jangka panjang iuntiuk miewiuj iudkan k iesiejahtieraan masyarakat yang mieriupakan 

t iujiuan k iebijakan sosial dan dalam jangka p iendiek iunt iuk   miengiurangi   t ierjadinya   

kiejahatan   dan r iesidivismie (k iec iendier iungan individiu ata iu  kielompok iunt iuk 

miengiulangi p ierbiuatan t ierciela wala iupiun t ielah piernah dih iukium kar iena 

mielak iukan p ierbiuatan tiersiebiut). Jika tiuj iuan ini tidak t iercapai maka dapat 

dipastikan bahwa sistiem itiu tidak bierjalan s iecara iefisiien.
43

 

 

Hal t iersiebiut dapat disimpiulkan bahwa sist iem p ieradilan pidana mier iupakan   

s iuatiu   ciri   d iengan   piendiekatan   sist iem   dalam   miengatasi k iejahatan yang ada 

di masyarakat iunt iuk mienjamin k ies iejahtieraan dan p ierlind iungan t ierhadap 

masyarakat di Indon iesia. Kiemiudian b ierdasarkan p ieratiuran pieriundang- iundangan 

                                                            
42 Michaiiel Bairaimai. 2016. Modiel Sistiem Pieraidilain Pidainai daila im Pierkiembaingain. Jiurnail Ilmiu 

Hiukium. Vol. 3. No. 8.hlm. 9 
43 Romli A itmaisaismitai, 2011. Sistiem Pieraidilain Pidainai Kontiemporier. Jaikairtai. K iencainai 

Prienaidaimiediai Groiup. hlm. 3 
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tahapan dalam pros ies p ieradilan pidana di Indon iesia ada 4 yakni tahap 

pienyielidikan dan p ienyidikan, tahap p ieniunt iutan, tahap p iemieriksaan piengadilan 

dan tahap p ielaksanakan p iut iusan.
44

 Siehingga dalam hal ini tahapan-tahapan 

t iersiebiut harius diliewati iunt iuk mienyiel iesaikan pierkara pidana. 

 

Siub sistiem p ieradilan pidana di Indon iesia yang diakiui baik dalam p iengietahiuan 

kiebijakan pidana ma iupiun dalam r iuang lingkiup p ieniegakan h iukium t ierdiri dari 

biebierapa 4 siub dan/ataiu kompon ien dan/ataiu iunsiur yakni Kiepolisian, K iejaksaan, 

Piengadilan dan L iembaga P iemasyarakatan. Namiun, apabila sistiem p ieradilan 

pidana dilihat s iebagai salah sat iu piendiukiung dari s iuatiu kiebijakan kriminal maka 

iuns iur p iemb iuat iundang- iundang j iuga miemiliki p ieran p ienting dalam sist iem 

pieradilan pidana.
45

  

 

Hal yang miendasari dari siub sistiem yang disiebiutkan di atas, Indon iesia miengaciu 

kiepada pieratiuran iUndang- iundang RI Nomor 8 Tah iun 1981 tientang H iukium 

Acara Pidana ataiu yang biasa dis iebiut d iengan Kitab iUndang- iundang Hiukium 

Acara Pidana (K iUHAP). Dimana dalam hal ini, p ieratiuran tiers iebiut j iuga miemiuat 

t iugas dan wiewienang dari tiap s iub sist iem yang dim iulai dari pienyielidikan hingga 

pielaksanaan h iukiuman. 

 

 

 

 

                                                            
44 Riusli Miuhaimmaid, 2011. Sistiem Pieraidila in Pida inai di Indoniesia i. Yogyaikairtai. iUII Priess. 

hlm. 62 
45 Romli A itmaisaismitai, Op.Cit. hlm. 16 
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M iengienai s iub sistiem dalam pieradilan pidana akan diiuraikan s iebagai bierikiut : 

1. Polisi ataiu Kiepolisian Niegara Riepiublik Indon ieniesia (iUndang-

iUndang No. 2 Tahiun 2002 t ientang Kiepolisian Niegara Riepiublik 

Indon iesia. 

M ieniuriut Pasal 13 kiepolisian miempiunyai tiugas pokok yakni miemielihara 

kieamanan dan kietiertiban masyarakat, m ieniegakkan h iukium, dan 

miembierikan p ierlindiungan, p iengayoman dan p ielayanan kiepada masyarakat. 

Kiemiudian s iebielium b ierlakiunya KiUHAP, p ienyidik tierdahiuliu adalah 

kiejaksaan dan polisi hanya s iebagai p iembant iu jaksa pienyidik akan t ietapi 

s ietielah dibierlakiukan KiUHAP di Indon iesia diatiur dalam Pasal 5 sampai 7 

KiUHAP polisi miemiliki k iewienangan khius ius yakni siebagai pienyidik.  

 

Kapolri dalam mielaksanakan t iugas mienietapkan, mienyiel ienggarakan, dan 

miengiedalikan kiebijakan t ieknis dan biertanggiung jawab atas ; 

a) Pienyiel ienggaraan kiegiatan opierasional kiepolisian dalam rangka 

pielaksanaan tiugas Kiepolisian Niegara Riepiublik Indoniesia; dan 

b) Pienyiel ienggaraan piembinaan kiemamp iuan Kiepolisian Niegara Riepiublik 

Indon iesia. 

 

Pasal 2 iUndang-iUndang No. 2 Tah iun 2002 dinyatakan bahwa fiungsi 

kiepolisian adalah salah sat iu fiungsi p iemierintahan niegara di bidang 

piemieliharaan k ieamanan dan kietiertiban masyarakat, p ieniegakan hiukium, 

pierlindiungan, piengayoman, dan pielayanan kiepada masyarakat. Pieranan 

polisi siebagai pieniegak hiukium dit iunt iut iuntiuk mielaksanakan prof iesinya 

diengan baik s ies iuai diengan ietika prof iesi. Di samping miengiuasai ilmiu 
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s ies iuai diengan profiesinya, polisi wajib miemiliki/mielaksanakan kodie ietik 

s iebagai baromiet ier kierja yang ietis. Tiugas polisi dalam piemieliharaan 

kieamanan dan kietientieraman masyarakat biersifat swakarya, swadaya, dan 

swas iembada. Hal siepierti ini sangat dipierliukan bagi niegara pieniegak 

hiukium yang mahir, t ierampil, dan bierwibawa.
46

  

 

Profiesi siebagai sieorang polisi mienjadi kiebanggan tiers iendiri bagia 

s iebagian orang kar iena mier iupakan p iengiemban t iugas dalam mielind iungi 

dan miengayomi masyarakat, sielain itiu jiuga s iebagai Piegawai Niegieri. 

Tiugas pokok polisi adalah to prot iect and to sav ie (mielind iungi dan 

mielayani). Polisi mieniegakkan moralitas masyarakat siecara konkriet 

kariena dibieri tiugas olieh iundang-iundang iunt iuk miengadakan moralitas 

masyarakat s iecara konkr iet diengan miul iut, tangan, borgol, pientiungan, 

bahkan s ienapan. 

 

2. Jaksa (iUndang-iUndang No. 16 Tahiun 2004 t ientang Kiejaksaan Niegara 

Riepiublik Indon iesia). 

Pasal 1 angka 1 iUndang- iUndang No.16 Tahiun 2004 tientang Kiejaksaan 

Niegara Riepiublik Indoniesia yang dimaks iud diengan jaksa adalah piejabat 

fiungsional yang dib ieri wiewienang ol ieh iundang- iundang iunt iuk biertindak 

s iebagai pieniunt iut iumium dan pielaksana piut iusan piengadilan yang tielah 

miempierol ieh kiekiuatan h iukium t ietap s ierta wiewienang lain b ierdasarkan 

iundang- iundang. Satiu s iub sistiem p ieradilan pidana, miempiunyai t iugas dan 

wiewienang dibidang pidana s iebagaimana diatiur Pasal 14 KiUHAP, yait iu : 

                                                            
46 Kielik Praimiudyai, dkk, Op.Cit., hlm. 60 
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a. M ienierima dan miemieriksa bierkas pierkara pienyidikan dari p ienyidik 

ataiu pienyidik piembant iu; 

b. M iengadakan prapien iunt iutan apabila ada kiekiurangan pada pienyidikan 

diengan miempierhatikan k ietientiuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), 

diengan miembieri p ietiunj iuk dalam rangka p ienyiempiurnaan p ienyidikan 

dari pienyidik; 

c. M iembierikan p ierpanjangan p ienahanan, mielak iukan p ienahanan ataiu 

pienahanan lanjiutan dan ata iu miengiubah stat ius tahanan s ietielah 

pierkaranya dilimpahkan ol ieh pienyidik; 

d. M iembiuat s iurat dakwaan; 

e. M ielimpahkan p ierkara kie piengadilan; 

f. M ienyampaikan p iemb ieritahiuan k iepada t ierdakwa t ientang k iet ientiuan 

hari dan wakt iu pierkara disidangkan yang dis iertai s iurat panggilan baik 

kiepada tierdakwa ma iupiun k iepada saksi iunt iuk datang pada sidang yang 

t ielah ditientiukan; 

g. M ielakiukan p ieniunt iutan; 

h. M ieniutiup pierkara diemi k iepientingan h iukium; 

i. M iengadakan tindakan lain dalam lingk iup tiugas dan tanggiung jawab 

s iebagai pieniunt iut iumium mieniur iut k ietientiuan iundang- iundang ini; 

j. M ielaksanakan p ienietapan hakim.
47

 

 

Pienj ielasan iUmium dari iundang-iundang Kiejaksaan antara lain dinyatakan 

bahwa k iejaksaan s iebagai salah sat iu l iembaga p ieniegak h iukium dit iunt iut 

iunt iuk l iebih b ierpieran dalam m ieniegakkan hak asasi man iusia, sierta 

piembierantasan koriupsi, koliusi dan n iepotismie. Sieorang jaksa iuntiuk 

mienjaga nietralitasnya maka dilarang iunt iuk mierangkap mienjadi 

piengiusaha, karyawan ataiu bahkan mierangkap mienjadi advokat. S ieorang 

jaksa tidak hanya dit iunt iut iunt iuk miengiuasai bidang h iukium pidana t ietapi 

j iuga dalam bidang hiukium pierdata dan tata iusaha niegara. 

 

3. Piengadilan ( iUndang- iUndang No. 48 Tah iun 2009 t ientang K iekiuasaan 

Kiehakiman). 

Kiebieradaan l iembaga p iengadilan diat iur dalam iUndang-iundang RI Nomor 

                                                            
47 Jiunielpri sairaigih, Komponien Sistiem Pieraidila in Pidainai di Indoniesia i, http://www. 

hiukiump iediai.com/j iunielsidaiiuriuk/komponien-sistiem-p ieraidilain-pidainai-di-indoniesia i.diaiksies paidai  24 

jiuli 2023. 

http://www/
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48 Tah iun 2009 t ientang K iekiuasaan Kiehakiman. Dimana pada Pasal 1 

disiebiutkan bahwa : ”Kiek iuasaan kiehakiman adalah k iekiuasaan n iegara yang 

mierdieka iunt iuk mienyiel ienggarakan pieradilan giuna mieniegakkan h iukium dan 

kieadilan b ierdasarkan Pancasila dan iUndang-iundang Dasar N iegara 

Riepiublik Indoniesia Tahiun 1945, d iemi t iers ielienggaranya niegara hiukium 

Riepiublik Indon iesia.” 

 

Tiugas Piengadilan dalam hal ini adalah mienierima, miemieriksa dan 

miemiut ius p ierkara yang diaj iukan k iepadanya. Dalam p ieradilan pidana 

apabila miemieriksa sies ieorang tierdakwa, hakim b iertitik tolak pada s iurat 

dakwaan yang dibiuat olieh Jaksa P ieniunt iut iUmium (JP iU) dan miendasarkan 

pada alat biukti siebagaimana kiet ientiuan Pasal 184 K iUHAP, yang k iemiudian 

diengan alat b iukti siekiurang-kiurangnya 2 alat biukti dan kieyakinan hakim. 

Pienj ielasan iUmium dari iundang- iundang Kiekiuasaan Kiehakiman bahwa 

bierdasarkan Pasal 24 Ayat (1) iUndang-iUndang Dasar Niegara Riepiublik 

Indon iesia Tahiun 1945 mieniegaskan bahwa kiekiuasaan kiehakiman 

mier iupakan kiekiuasaan yang mierdieka iunt iuk mienyielienggarakan pieradilan 

giuna mieniegakkan hiuk ium dan kieadilan. Hakim miemp iunyai t iugas 

mienierima dan miemiut ius p ierkara diengan s ieadil-adilnya. Hakim wajib 

mienggali, miengik iuti dan miemahami nilai-nilai hiukium dan rasa kieadilan 

yang hidiup dalam masyarakat.   

 

iUndang- iUndang No. 48 Tahiun 2009 yang mienyatakan bahwa piengadilan 

tidak bolieh mienolak iunt iuk miemieriksa, miengadili, dan miemiut ius s iuatiu 

pierkara yang diaj iukan d iengan dalih bahwa h iukium tidak ada ataiu kiurang 
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j ielas, mielainkan wajib iunt iuk miemieriksa dan miengadilinya. Hakim s iebagai 

pieniegak hiukium di Indon iesia maka p ienting iunt iuk diambil s iumpah 

s iebieliumnya
48

 Hakim dalam pieniegakan hiukium di Indon iesia biertiugas iunt iuk 

mieniegakkan h iukium dan k ieadilan bierdasarkan Pancasila mielaliui p ierkara- 

pierkara yang dihadapkan k iepadanya, s iehingga k iepiut iusan yang diambil 

ol ieh hakim dapat mienc ierminkan rasa kieadilan bangsa dan masyarakat. 

 

4. Liembaga P iemasyarakatan 

 

Liembaga Piemasyarakatan yang s ielanjiutnya dis iebiut LAPAS diat iur dalam 

iUndang- iundang RI Nomor 12 Tahiun 1995 tientang P iemasyaratakan. Hal ini 

miengiubah sistiem p iemienjaraan mienjadi sistiem p iemsyarakatan. Sist iem 

piemasyarakatan disini mier iupakan siuat iu rangkaian pieniegakan hiukium, 

s iehingga dalam p ielaksanaannya tidak dapat t ierliepas dari p iengiembangan 

kons iep iumium miengienai p iemidanaan. L iembaga Piemasyarakatan disini 

adalahsiebagai tiempat iunt iuk mielak iukan p iembinaan tierhadap narapidana dan 

anak didik piemasyarakatan.
49

 

 

C. Konsiepsi Hiukium Pidana dan Tindak Pidana  

 

Hiukium pidana siebagai salah satiu bagian indiepiendien dari hiukium piublik 

mier iupakan salah satiu instriumien h iukium yang sangat iurgien ieksistiensinya s iejak 

zaman dah iul iu. Hiukium ini ditilik sangat p ienting ieksistiensinya dalam m ienjamin 

kieamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, m ienjaga stabilitas niegara dan 

(bahkan) mier iupakan liembaga moral yang b ierpieran mier iehabilitasi pielakiu pidana.  

                                                            
48 Ibid., hlm. 14. 
49 Donai Raiisai Monicai, dain Diaih Giustiaini. 2023. Piengaintair Hiukium Pienitiensiier Dain Sistiem 

Piemaisyairaika itain Indoniesia i. iUniviersitais Laimp iung. Aiiurai : hlm. 50 



32 
 

 

 

Hiukium pidana mier iupakan siuat iu sistiem norma-norma yang mienientiukan 

t ierhadap tindakan-tindakan yang mana (hal mielak iukan s ies iuatiu ataiu tidak 

mielakiukan s ies iuatiu di mana t ierdapat siuatiu kiehariusan iunt iuk mielakiukan 

s ies iuatiu) dan dalam k ieadaan-kieadaan bagaimana hiukium it iu dapat dijat iuhkan, 

s ierta hiukiuman yang bagaimana yang dapat dijatiuhkan bagi tindakan-tindakan 

t iersiebiut.
50

 Hiukium mienientiukan bagaimana dan dalam hal apa pielakiu 

pielanggaran t iersiebiut dip iertanggiungjawabkan, s ierta kietientiuan- kiet ientiuan 

miengienai hak dan cara p ienyidikan, p ieniunt iutan, pienjatiuhan pidana dan 

pielaksanaan pidana diemi tiegaknya h iukium yang b iertitik bierat k iepada kieadilan. 

Pier iumiusan ini miencak iup j iuga h iukium (pidana) adat, s ierta b iertiuj iuan miengadakan 

kies ieimbangan di antara pielbagai k iepientingan ataiu kieadilan. 
51

 

 

Pidana miemiliki p iengiertian pierbiuatan yang dilakiukan s ietiap orang/siubj iek 

hiukium yang b ieriupa k iesalahan dan b iersifat mielanggar h iukium ata iupiun tidak 

s ies iuai diengan pieriundang- iundangan. S iedangkan Tindak pidana adalah p ierbiuatan 

mielak iukan ataiu tidak mielak iukan s ies iuatiu yang ol ieh pieratiuran pieriundang-

iundangan dinyatakan siebagai pierbiuatan yang dilarang dan diancam d iengan 

pidana, iunt iuk dinyatakan siebagai tindak pidana, s ielain p ierbiuatan t iersiebiut 

dilarang dan diancam pidana ol ieh pieratiuran pieriundang- iundangan, harius j iuga 

biersifat mielawan hiukium ataiu biertientangan d iengan k iesadaran h iuk ium 

masyarakat. S ietiap tindak pidana s ielaliu dipandang biersifat mielawan h iukium, 

kiec iuali ada alasan piembienar.
52

 

                                                            
50Aiziz Syaimsiuddin, Tindaik Pidainai Kh iusius, Sinair Graifikai, Jaikairtai, 2013, hlm. 7. 
51 Ibid, hlm. 8. 
52 Zaiinail Airifin Hoiesiein. Kiekiuaisa iain Kiehaikimain di Indoniesia i. Sietairai Priess, Mailaing, 2016, hlm. 

15. 
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Hiukium b ierfiungsi s iebagai siebagai sarana iunt iuk miendorong piembahariuan 

masyarakat, pieniekanannya t ierlietak pada piembientiukan pieratiuran pier iundang-

iundangan ol ieh liembaga l iegislatif, yang dimaks iudkan iuntiuk mienggagas 

konstriuksi masyarakat bariu yang ingin diw iuj iudkan di masa d iepan mielal iui 

piembierlak iuan s iuatiu pieratiuran pier iundang- iundangan. Arti pientingnya hiukium 

s iebagai sarana riekayasa sosial ini, t ieriutama mielaliui miekanismie pienyieliesaian 

kas ius olieh badan-badan pieradilan yang akan mienghasilkan jiurispriudiensi.  

 

Fiungsi hiukium d iemikian it iu, dalam kont ieks Indoniesia diartikan siebagai sarana 

piendorong piembahar iuan masyarakat. Hal ini mieniunj iukkan bahwa pieniegakan 

hiukium mier iupakan s iuatiu pros ies iunt iuk miewiuj iudkan kieinginan-kieinginan hiukium 

mienjadi kienyataan. Kieinginan- kieinginan h iukium yang dimaks iudkan di sini 

yaitiu yang mier iupakan pikiran-pikiran badan piembient iuk iundang-iundang yang 

diriumiuskan dalam pierat iuran-pieratiuran hiukium it iu. Pier iumiusan pikiran p iembiuat 

hiukium yang dit iuangkan dalam p ierat iuran hiukium, t iur iut mienientiukan bagaimana 

pieniegakan hiukium it iu dijalankan.Pada gilirannya, p ieniegakan h iukium it iu 

piuncaknya adalah pada p ielaksanaannya ol ieh para piejabat p ieniegak h iukium it iu 

s iendiri.
53

  

 

Karaktier k iebierpihakan hiukium yang r iesponsif s iering disiebiutkan siebagai h iukium 

yang iemansipatif. H iukium yang iemansipatif miengindikasikan sifat diemokratis 

dan iegalitier, yakni hiukium yang miembierikan pierhatian pada iupaya miembierikan 

pierlindiungan hak-hak asasi man iusia dan p iel iuang yang l iebih b iesar k iepada warga 

masyarakat yang l iemah s iecara sosial, iekonomi dan politis iunt iuk dapat 

                                                            
53 Niuniung Niugroho. iUrgiensi Piembair iuain Kita ib iUndaing- iUndaing Hiukium Pidainai Dailaim 

Dinaimikai Maisyaira ikait Indoniesia i. Jiurnail Spiektr ium H iuk ium, Vol. 14/No. 1/Aipril 2017. 
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miengambil pieran partisipatif dalam s iemiua bidang k iehid iupan b iermasyarakat, 

bierbangsa dan bierniegara.
54

 

 

Hiukium yang r iesponsif t ierdapat di dalam masyarakat yang mienj iunj iung tinggi 

s iemangat diemokrasi. Hiukium r iesponsif mienampakkan ciri bahwa h iukium ada 

biukan d iemi h iukium it iu s iendiri, biukan d iemi k iepientingan praktisi hiukium, j iuga 

biukan iunt iuk miembiuat p iemierintah s ienang, mielainkan h iukium ada diemi 

kiepientingan rakyat di dalam masyarakat.
55

 Tiujiuan hiukium pidana siecara iumium 

diemikian ini, s iebienarnya tidak banyak bierbieda diengan tiuj iuan yang ingin dicapai 

ol ieh bidang-bidang hiukium lainnya.  

 

Pierbiedaannya tierlietak pada cara kierja hiukium pidana dalam m iencapai tiuj iuannya, 

yaitiu bahwa iupaya iunt iuk miewiuj iudkan tata tiertib dan siuasana damai ini ol ieh 

hiukium pidana dit iempiuh mielal iui apa yang di dalam ilmiu hiukium pidana dik ienal 

diengan p iemidanaan ataiu piemb ierian pidana.
56

 Cara k ierja hiukium pidana d iengan 

mielak iukan p iemidanaan ataiu p iembierian pidana ini miempiunyai piengiertian yang 

l iuas. Piemidanaan ataiu piemb ierian pidana miempiunyai piengiertian yang l iuas 

dalam arti bisa dibiedakan mienjadi diua piengiertian, yakni piemidanaan dalam arti 

abstrak (piemidanaan in abstracto) dan piemidanaan dalam arti kongkrit 

(piemidanaan in concrieto). 
57

 

 

 

                                                            
54 http://digilib.iunilai.aic.id/10024/5/niew%20BAiB%20II%20Wiendy%20iedit.pdf diaiksies paidai 18 

F iebriuairi 2024 Piuk iul 18.02 WIB. 
55 Nyomain Sierikait P iutrai Jaiyai, Politik Hiukium, Baidain P ienierit iUniviersitais Diponiegoro, Siemairaing, 

2016. hlm.13. 
56 Tiegiuh Siulistiai Dain Airiai Ziurnietti, 2011, Hiukium Pidainai Horizon Bairiu Paiscai Rieformaisi, 

Raijai Graifindo, Jaikairtai, hlm.23. 
57 Ibid, hlm.24. 
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Hiukium pidana mienciptakan tata t iertib di dalam masyarakat m ielaliui p iembierian 

pidana siecara abstrak, artinya diengan dit ietapkannya di dalam iundang- iundang 

pierbiuatan- pierbiuatan t iertientiu s iebagai p ierbiuatan yang dilarang dis iertai ancaman 

pidana, ataiu diengan ditietapkannya pierbiuatan-pierbiuatan tiert ientiu s iebagai tindak 

pidana di dalam iundang- iundang, maka diharapkan warga masyarakat akan 

miengierti dan mienyies iuaikan diri siehingga tidak mielak iukan pierbiuatan-pierbiuatan 

yang tielah dilarang dan diancam pidana itiu.
58

 

 

Hiukium pidana mienciptakan tata t iertib ataiu kietiertiban mielaliui p iemidanaan 

dalam arti kongkrit, yakni bilamana s ietielah siuatiu iundang-iundang pidana dibiuat 

dan dibierlakiukan tiernyata ada orang yang mielanggarnya, maka mielaliui prosies 

pieradilan pidana orang t iersiebiut dijat iuhi pidana. Tiujiuan p ienjatiuhan pidana ataiu 

piembierian pidana it iu s iendiri biergant iung pada t ieori-tieori yang dian iut di dalam 

sistiem h iukium pidana di siuat iu masa. Kiendati diemikian, tiuj iuan akhir dari 

pienjatiuhan pidana ata iu piemb ierian pidana itiu t ietap di dalam koridor ata iu 

kierangka iunt iuk miewiuj iudkan t iujiuan h iukium pidana,p iembierian pidana 

s iebienarnya mier iupakan sarana iuntiuk miencapai tiuj iuan hiukium pidana.  

 

Tindak pidana adalah k ielakiuan man iusia yang dir iumiuskan dalam iundang-

iundang, mielawan h iukium, yang pat iut dipidana dan dilak iukan d iengan kiesalahan. 

Orang yang mielak iukan pierb iuatan pidana akan miempiertangg iung jawabkan 

pierbiuatan diengan pidana apabila ia m iempiunyai k iesalahan, sieorang miempiunyai 

kiesalahan apabila pada wakt iu mielak iukan p ierbiuatan dilihat dari s iegi masyarakat 

mieniunj iukan pandangan normatif miengienai kiesalahan yang dilakiukan.  

                                                            
58 Mairwain iEfiendi, Tieori Hiukium dairi Pierspiektif Kiebija ika in, pierbaindingain dain Hairmonisaisi 

Hiukium Pidainai, Riefier iensi Gaiiung Piersaidai Pries Groiup, Jaikairtai, 2014. hlm. 27. 
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Sietiap p ielakiu tindak pidana harius miempiertangg iungjawabkan pierb iuatannya di 

diepan hiukium yang bierlak iu atas tindak pidana yang dilak iukannya.
59

 Siedangkan 

tindak pidana adalah pierbiuatan mielak iukan ataiu tidak mielak iukan s ies iuatiu yang 

miemiliki iuns iur kiesalahan s iebagai pierbiuatan yang dilarang dan diancam diengan 

pidana, di mana p ienjat iuhan pidana pada pielakiu adalah diemi t iertib hiukium dan 

t ierjaminnya kiepientingan iumium.
60

 Tingkah lakiu yang jahat immoral dan anti 

sosial akan mienimb iulkan rieaksi bieriupa kiej iengkielan dan kiemarahan di kalangan 

masyarakat dan j ielas akan mier iugikan masyarakat iumium. 

 

D. Tindak Pidana Miembierikan Laporan Pals iu 

 

 

Siuat iu tindak pidana yang t ierdapat dalam Kitab iUndang- iUndang Hiukium 

Pidana mieniur iut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada iumiumnya 

miemiliki diua iuns iur yakni iuns iur siubj iektif yait iu iuns iur yang miel iekat pada diri si 

pielakiu dan iuns iur obj iektif yait iu iuns iur yang ada h iubiungannya d iengan kieadaan-

kieadaan.
61

 Kiesalahan pielakiu tindak pidana mieniur iut Wirjono Prodjodikoro 

bier iupa 2 (diua) macam yait iu s iebagai bierikiut: 

 

1. Kies iengajaan (Opziet) 

Dalam t ieori kiesiengajaan (Opziet) yaitiu miengkiehiendaki dan miengietah iui 

(will iens ien wiettiens) pierbiuatan yang dilakiukan tierdiri dari diua t ieori yaitiu: 

a. Tieori kiehiendak (wilsthieoriie), adanya k iehiendak iunt iuk miewiuj iudkan 

iuns iur-iuns iur tindak pidana dalam iUiU 

b. Tieori piengietahiuan ataiu miembayangkan (voorstiellings thieoriie), 

pielakiu mampiu miembayangkam akan timbiulnya akibat dari 

pierbiuatannya. 

 

                                                            
59 Aindi Haimzaih. Biungai Raimpaii H iukium Pidainai dain Aica irai Pidainai. Ghailiai Indoniesiai 

Jaikairtai. 2001. hlm. 19 
60 P.Ai.F. Laimintaing, Daisair-Daisair Hiukium Pidainai Indoniesiai. PT. Citrai Aiditytai Baikti.Baindiung. 

1996. hlm. 16. 
61 P.Ai.F. Laimintaing, dain C. Djisma in Saimosir, Dielik-Dielik Khiusius iEdisi Rievisi, Tairsito, 

Baindiung, 2008. hlm.193. 
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Siebagian biesar tindak pidana miempiunyai iuns iur kies iengajaan ataiu 

opz iet. Kies iengajaan ini miempiunyai 3 (tiga) macam j ienis yaitiu: 

 

a. Kies iengajaan yang biersifat tiuj iuan (Oogmierk). Dapat dikatakan bahwa 

si pielakiu bienar-bienar mienghiendaki miencapai akibat yang mienjadi 

pokok alasan diadakan ancaman h iukiuman pidana. 

b. Kies iengajaan s iecara kieinsyafan k iepastian (Opz iet Bij Z iekierhieids- 

Biewiustzinj) Kies iengajaan siemacam ini ada apabila si pielakiu diengan 

pierbiuatannya tidak biertiuj iuan iuntiuk miencapai akibat yang mienjadi 

dasar dari dielict, tietapi ia tahiu bienar bahwa akibat pasti akan 

miengik iuti pierbiuatan itiu. 

c. Kies iengajaan s iecara kieinsyafan kiemiungkinan (Opziet Bij 

Mog ielijkhieids-Biewiustzijn) 

Lain halnya diengan k ies iengajaan yang t ierang-tierangan tidak disiertai 

bayingan siuatiu kiepastian akan tierjadi akibat yang biersangkiutan, tietapi 

hanya dibayangkan siuat iu kiemiungkinan b ielaka akan akibat it iu. 

 

2. Ciulpa 

Arti kata ciulpa adalah “k iesalahan pada iumiumnya”, t ietapi dalam ilm iu 

piengietahiuan hiukium miemp iunyai arti tieknis, yaitiu s iuatiu macam kiesalahan 

si pielakiu tindak pidana yang tidak siebierat s iepierti kies iengajaan, yaitiu 

kiurang bierhati-hati siehingga akibat yang tidak disiengaja tierjadi.
62

 

 

 

Tindak pidana mier iupakan p iengiertian dasar dalam h iukium pidana. Tindak 

pidana mier iupakan siuat iu piengiertian y iuridis, lain halnya diengan istilah 

pierbiuatan jahat ataiu kiejahatan. S iecara yiuridis formal, tindak k iejahatan 

mier iupakan b ientiuk tingkah lakiu yang mielanggar iundang-iundang pidana. S ietiap 

pierbiuatan yang dilarang ol ieh iundang- iundang har ius dihindari dan barang siapa 

mielanggarnya maka akan dik ienakan pidana. Jadi larangan-larangan dan 

kiewajiban-kiewajiban tiertient iu yang harius ditaati ol ieh sietiap warga N iegara 

wajib dicant iumkan dalam iundang- iundang ma iupiun pieratiuran-pieratiuran 

piemierintah, baik di tingkat piusat ma iupiun da ierah.
63

 

 

                                                            
62 Wirjono Prodjodikoro, Aisais-Aisais Hiukium Pidainai di Indoniesia i, Riefikai Aidita imai Jaikairtai, 

2004, hlm. 65-72. 
63 Ibid. hlm. 17. 
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Pierbiuatan mielak iukan ata iu tidak mielak iukan s ies iuat iu yang miemiliki iuns iur 

kiesalahan s iebagai p ierbiuatan yang dilarang dan diancam d iengan pidana, di mana 

pienjat iuhan pidana t ierhadap p ielak iu adalah d iemi p iengad iuan pals iu mier iupakan 

t ierpieliharanya t iertib h iukium dan t ierjaminnya k iepientingan iumium. Tindak pidana 

miembierikan laporan pals iu ata iu pierbiuatan yang diat iur dan diancam pidana dalam 

Pasal 220 KiUHP: “Barang siapa miembieritah iukan ata iu miengad iukan bahwa 

dilak iukan s iuat iu pierbiuatan pidana padahal miengietah iui bahwa tidak dilak iukan it iu 

diancam d iengan pidana p ienjara paling lama sat iu tah iun iempat b iulan”. 

 

E. Faktor-Faktor yang M iempiengar iuhi Pieniegakan H iuk ium 

 

 

Pieniegakan h iukium s iecara konkriet adalah bierlakiunya h iukium positif dalam praktik 

s iebagaimana s iehariusnya patiut dipat iuhi. Olieh kariena itiu, miembierikan k ieadilan 

dalam s iuat iu pierkara b ierarti miemiut iuskan h iukium in concierto dalam 

miempiertahankan dan mienjamin ditaatinya h iukium mat ieril diengan miengg iunakan 

cara prociediural yang dit ietapkan olieh hiukium formal. 

 

Pieniegakan h iukium b iukanlah siemata-mata b ierarti hanya pada p ielaksanaan 

pier iundang-iundangan saja ataiu bier iupa k iepiutiusan-kiepiut iusan hakim. Masalah 

pokok yang mielanda p ieniegakan hiukium yakni tierdapat pada factor-faktor yang 

miempiengar iuhinya siecara langsiung ma iupiun tidak langsiung factor-faktor tiersiebiut 

miempiunyai arti yang n ietral siehingga dapat mienyiebabkan dampak positif ma iupiun 

niegativie. Dilihat dari siegi faktor pieniegakan hiukium it iu mienjadikan agar s iuat iu 

kaidah hiukium bienar-bienar bierfiungsi.  
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Agar p ieniegakan h iukium dapat b ierjalan d iengan baik, maka dip ierliukan k ies ierasian 

dalam h iubiungan antara lima faktor yait iu:
64

 

 

1. Faktor Hiukium 

Hiukium ata iu pieratiuran it iu s iendiri, k iemiungkinan adalah bahwa tidak t ierjadi 

kietidakcocokan dalam p ieratiuran p ier iundang- iundangan mieng ienai bidang 

kiehidiupan t iertientiu. Kiemiungkinan lainya adalah k ietidakcocokan antara p ieratiuran 

pier iundang-iundangan diengan hiukium tidak t iertiulis ataiu hiukium k iebiasaan. 

Kadangkala k ietidaksierasian antara h iukium t iercatat diengan hiukium k iebiasaan dan 

s ietier iusnya. 

 

Masalah-masalah yang t ierjadi ataiu gangg iuan tierhadap pieniegakan hiukium yang 

bierasal dari iundang iundang miungkin disiebabkan kariena:
65

 

a. Tidak diikiutinya asas-asas yang b ierlakiunya iundang-iundang, s iepierti misalnya 

asas liex s iupierior dierogi l iegi infierior (pieratiuran yang tinggi m ieng iesampingkan 

yang riendah), asas liex spiecialis d ierogatie l iegi gienieralis (at iuran kh ius ius 

miengiesampingkan atiuran yang iumium), asas l iex postierior d ierogatie l iegi p ieriori 

(atiuran yang bar iu miengiesampingkan atiuran yang lama), asas iundang- iundang 

tidak bierlakiu s iur iut (non r ietroaktif). D iemikian p iula p iembiuatan iundang iundang 

hariuslah miemieniuhi syarat filosofis/id ieologis, syarat yiuridis dan syarat 

sosiologis, maks iudnya iundang-iundang dibiuat tidak bolieh b iertientangan d iengan 

idieology niegara, dan iundang iundang-iundang dib iuat hariuslah mieniur iut 

kietient iuan yang miengat iur kiewienangan p iembiuat iundang- iundang siebagaimana 

diatiur konstitiusi niegara, s ierta iundang iundang dibiuat harius sies iuai diengan 

                                                            
64 Soierjono Soiekainto, Op.Cit, hlm. 8. 
65 Ibid, hlm. 5. 
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kiebiut iuhan dan kondisi masyarakat dimana iundang- iundang tiers iebiut 

dib ierlakiukan. 

b. Biel ium adanya p ieratiuran p ielaksanaan yang sangat dib iutiuhkan iunt iuk 

mienierapkan iundang- iundang. 

c. Kietidakjielasan arti kata-kata didalam iundang- iundang yang miengakibatkan 

kiesimpangsi iuran di dalam pienafsiranya s ierta pienierapanya. 

 

2. Faktor Pieniegak Hiukium 

M ientalitas pietiugas yang mieniegakan h iukium antara lain miencak iup hakim, polisi 

jaksa piembiela, pietiugas p iemasyarakatan dan s ietieriusnya. Apabila p ieratiuran 

pier iundang-iundanganya s iudah baik, akan t ietapi miental p ieniegak h iukium/aparat 

hiukium kiurang baik, maka akan t ierjadi ganggiuan pada systiem pieniegakan h iukium. 

 

Pieniegak h iukium mier iupakan golongan pan iutan di dalam masyarakat, yang 

hiendaknya miempiunyai k iemiemp iuan-kiemamp iuan t iertientiu s ies iuai diengan aspirasi 

masyarakat. M ierieka harius dapat bierkomiunikasi dan miendapatkan piengiertian dari 

golongan sasaran, disamping mamp iu miembawakan ataiu mienjalankan p ieranan 

yang dapat dit ierima ol ieh mier ieka. Kiec iuali dari it iu, maka golongan pan iutan harius 

miemanfaatkan iunsiur- iuns iur pola tradisional t iertient iu, siehingga mienggairahkan 

partisipasi dari golongan sasran ata iu masyarakat l iuas. Golongan pan iutan jiuga 

harius dapat miemilih waktiu dan lingk iungan yang tiepat dalam miempierkienalkan 

norma-norma ataiu kaidah h iukium yang bar iu, s ierta miembierikan k iet ieladanan yang 

baik.
66

 

 

                                                            
66 Ibid, hlm. 19 
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Pieniegak h iukium har ius mienjalankan t iugasnya d iengan baik s ies iuai d iengan 

pierananya masing-masing yang t ielah diat iur dalam p ieratiuran p ieriundang-

iundangan. Dalam mienjalankan t iugas tiers iebiut dilakiukan d iengan miengiutamakan 

kieadilan dan prof iesionalismie s iehingga mienjadi paniutan masyarakat s ierta 

dip iercaya olieh s iemiua pihak tiermas iuk s iemiua anggota masyarakat. 

 

3. Faktor Fasilitas yang Diharapkan Miendiukiung Pielaksanaan Hiukium 

Kala iu pieratiuran p ieriundang-iundang s iudah baik dan mientalitas pieniegak h iukium 

baik, akan tietapi fasilitas k iurang miemadai, maka p ieniegakan h iuk ium tidak akan 

bierjalan diengan s iemiestinya. Tanpa adanya sarana ata iu fasilitas t iertient iu, maka 

tidak miungkin p ieniegkan hok ium akan b ierlangs iung s iecara lancier. Sarana ataiu 

fasilitas tiersiebiut mancak iup antara lain t ienaga man iusia ata iu s iumbierdaya man iusia 

yang b ierpiendidikan dan t ierampil, organisasi yang baik, p ieralatan yang miemadai, 

kie iuangan yang baik dan c iuk iup, dan lain-lain. Apabila hal-hal tiersiebiut tidak 

t ierpieniuhi maka miustahil pieniegakan hok ium yang baik akan tiercapai tiuj iuanya.
67

 

 

Ol ieh kar iena it iu iunt iuk masalah sarana ata iu fasilitas siebaiknya apabila tidak ada 

maka diadakan yang bar iu, yang riusak ataiu salah dip ierbaiki ataiu dib ietiulkan, yang 

kiurang ditambahkan, yang mac iet s iegiera dipierlancar, yang miundiur ata iu mierosot 

s iegiera dimaj iukan ataiu ditingkatkan. 

 

4. Faktor Masyarakat 

Faktor masyarakat, yakni lingk iungan dimana h iukium t iers iebiut b ierlakiu ataiu 

ditierapkan. Kiesadaran dan k iepathan t ierhadap h iukium didalam masyarakat, 

mier iupakan salah satiu indicator b ierfiungsinya h iukium yang b iersangkiutan. 

                                                            
67 Ibid, hlm. 37 
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Pieniegakan h iukium b ierasal dari masyarakat dan b iertiuj iuan iuntiuk miencapai 

kiedamaian di dalam masyarakat. Ol ieh kariena itiu dipandang dari s iudiut tiertient iu 

maka masyarakat dapat miempiengar iuhi p ieniegakan h iukium.
68

 

 

Apabila warga masyarakat s iudah miengietah iui hak dan k iewajiban mier ieka, maka 

mier ieka j iuga miengietah iui aktivitas-aktivitas p ienggiunaan iupaya-iupaya hok ium 

iunt iuk mielind iungi, miemieniuhi dan miengiembangkan k iebiutiuhan mier ieka d iengan 

atiuran yang ada. Hal ini biasanya dinamakan d iengan kompiet iensi hok ium yang 

tidak miungkin ada apabila warga masyarakat:
69

 

a. Tidak miengietahiui ataiu tidak mienyadari apabila hak-hak mier ieka dilanggar ataiu 

t ierganggiu. 

b. Tidak miengietahiui akan adanya iupaya-iupaya hok ium iunt iuk mielind iungi 

kiepientingan-kiepientinganya  

c. Tidak bierdaya iunt iuk miemanfaatkan iupaya- iupaya hokium kar iena factor 

kie iuangan, psikis, sosial, dan politik. 

d. Tidak miempiunyai p iengalaman mienjadi anggota organisasi yang 

miempierj iuangkanck iepientingan-kiepientinganya. 

e. M iempiunyai p iengalaman-p iengalaman yang k iurang baik di dalam pros ies 

intieraksi diengan b ierbagai iuns iur kalangan hokium formal. 

 

 

5. Faktor Biudaya 

Siebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa man iusia dalam 

piergaiulan hid iup. Kiebiudayaan miempiunyai fiungsi yang biesar bagi masyarakat, 

yaitiu miengat iur siupaya man iusia dapat miengierti bagai mana siehariusnya bierbiuat, 

biertindak, dan mienient iukan sikap jika bierhiubiungan d iengan orang lain. 

 

Kiebiudayaan h iukium pada dasarnya m iencak iup nilai-nilai yang miendasari hokium 

yang b ierlakiu, nilai-nilai mier iupakan kons iepsi abstrak miengienai apayang dianggap 

baik (siehingga dianiut) dan apa yang dianggap b iur iuk (siehingga dihindari). Nilai-

                                                            
68 Ibid,. 
69 Ibid,. 
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nilai tiersiebiut lazimnya mier iupakan pasangan nilai-nilai yang mienc ierminkan d iua 

kieadaan iekstrim yang har ius disierasikan.
70

 

 

M ieniuriut p iurnadi p iurbacaraka dan sorjono so iekanto tierdapat pasangan nilai yang 

bierpieran dalam hiukium yaitiu: 

a. Nilai kietiertiban dan nilai k ietientraman. 

b. Nilai jasmaniah/kiebiendaan dan nilai rohaniah/k ieakhlakan. 

c. Nilai kielangg iengan/konsiervatismie dan nilai k iebariuan/inovatismie.  

                                                            
70 Ibid, hlm. 56-57. 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. M iETODiE PiENiELITIAN 

 

 

A. Piendiekatan Masalah 

 

 

Piendiekatan masalah m ier iupakan pros ies piemiecahan ata iu pienyiel iesaian mielaliui 

tahap-tahap yang tielah dit ientiukan, siehingga miencapai tiuj iuan pienielitian.
71

 

Pienielitian ini mienggiunakan p iendiekatan yiuridis normatif dan y iuridis iempiris. 

Piendiekatan y iuridis normatif dilak iukan iuntiuk miemahami p iersoalan diengan tietap 

bierada ataiu biersandarkan pada lapangan ataiu kajian ilmiu hiukium, s iedangkan 

piendiekatan yiuridis iempiris dilak iukan iuntiuk miempierolieh kiejielasan dan 

piemahaman dari p iermasalahan pienielitian b ierdasarkan riealitas yang ada ata iu st iudi 

kas ius.
72

 Piendiekatan yiuridis iempiris dilakiukan b iertiuj iuan iunt iuk miempielajari 

pienierapan h iukium dalam k ienyataan ataiu bierdasarkan fakta yang didapat s iecara 

obj iektif di masyarakat, baik dalam b ientiuk p iendapat, sikap, dan p ierilakiu hiukium 

yang didasarkan pada idientifikasi h iukium dan iefiektifitas hiukium. 

 

B. Jienis dan Siumbier Data 

J ienis data dapat dilihat dari s iumbiernya, dapat dib iedakan antara data yang 

dip ierolieh langs iung dari masyarakat dan data yang dip ierolieh dari bahan p iustaka. 

Siumbier dan j ienis data yang dip iergiunakan dalam p ienielitian ini tierdiri dari: 

 

 

                                                            
71 A ibdiul Kaidir Miuhaimmaid, Hiukium dain P ienielitia in Hiukium, Baindiung: PT.Citrai A idityai Baikti, 

2004, hlm. 112. 
72 Soierjono Soiekainto, Piengaintair Pienielitia in Hiukium, Jaikairtai, Rin iekai Ciptai, 1986, hlm. 32 
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1. Data primier 

 

Siumbier data adalah tiempat di mana dikiet iemiukannya data pienielitian. Siumbier 

datadalam pienielitian ini t ierdiri dari: 

a. Data lapangan, adalah data yang dipierolieh s iecara langsiung dari 

obj iek/lokasi pienielitian mielaliui stiudi lapangan ataiu wawancara 

b. Data kiepiustakaan, adalah data yang dipierolieh s iecara tidak langsiung dari 

obj iek/lokasi pienielitian, t ietapi mielaliui siumbier kiepiustakaan 

 

2. Data siekiundier 

 

Data siekiundier mier iupakan data yang dip ierolieh dari hasil p ienielitian kiepiustakaan 

diengan mielak iukan stiudi dok iumien, arsip dan lit ieratiur-lit ieratiur yang b ierkaitan 

dalam p ieniulisan diengan miemp ielajari hal-hal yang b iersifat tieoritis, konsiep-konsiep 

dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas h iukium yang b ierkaitan d iengan 

pokok piermasalahan p ienielitian. 

 

J ienis data siekiundier dalam p ien iulisan skripsi ini tierdiri dari bahan hiukium primier. 

bahan h iukium siekiundier dan bahan hiukium t iersiier : 

a. Bahan hiukium primier yaitiu bahan h iukium yang miengikat tierdiri dari : 

1) iUndang- iUndang Nomor 1 Tahiun 1946 jo iUndang- iUndang Nomor 73 Tah iun 

1958 t ientang Piembierlakiuan Kitab iUndang-iUndang Hiukium Pidana. 

2) iUndang- iUndang Nomor Nomor 8 Tah iun 1981 t ientang P iembierlak iuan 

Hiukium Acara Pidana. 

3) iUndang- iUndang Nomor 48 Tah iun 2009 t ientang Kiekiuasaan K iehakiman 

Riepiublik Indon iesia. 
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b. Bahan h iukium s iekiundier, yaitiu bahan h iukium yang miembierikan pienjielasan 

bahan h iukium primier yang t ierdiri dari :  

1) Pieratiuran Piemierintah Nomor 92 Tah iun 2015 tientang Pieriubahan Kiediua Atas 

Pieratiuran Piemierintah Nomor 27 Tah iun 1983 tientang Pielaksanaan Kitab 

iUndang- iUndang Hiukium Acara Pidana 

2) Piut iusan Piengadilan Niegieri Kotabiumi Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kb iu 

 

c. Bahan h iukium t iersi ier, yaitiu bahan h iukium yang miembierikan p ietiunj iuk ataiu 

pienjielasan t ierhadap bahan h iukium primier dan bahan h iukium sk iundier, 

bierdasarkan  dari lit ieratiur-litieratiur, miedia masa, int ierniet dan lain-lain. 

 

C. Pienient iuan Narasiumbier 

 

Pienielitian ini mienggiunakan naras iumb ier siebagai s iumbier informasi iuntiuk 

miembierikan p ienj ielasan dan p iemahaman t ierkait d iengan p iermasalahan yang ada di 

lapangan yang mana akan dibahas dalam p ienielitian ini tierkait laporan palsiu dan 

s iumpah pals iu. Pros ies p ienielitian dalam p ieniulisan ini miengg iunakan 4 ( iempat) 

narasiumbier yaitiu s iebagai b ierikiut :  

 

1. Hakim pada Piengadilan Nieg ieri Kota Biumi    1 orang 

2. Jaksa Kiejaksaan Niegieri Lamp iung iUtara     1 orang 

3. Pienyidik Polries Lampiung iUtara      1 orang 

4. Akadiemisi Fak iultas Hiukium Bagian Pidana iUniv iersitas Lamp iung 1 orang 

 + 

       4 orang 
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D. Pros iediur Piengiumpiulan dan Piengolahan Data 

 

1. Pros iediur Piengiumpiulan Data 

 

Piengiumpiulan data dilakiukan d iengan prosiediur s iebagai bierikiut : 

a. St iudi k iepiustakaan  

 

Piengiumpiulan data miengg iunakan stiudi kiepiustakaan yaitiu data yang dip ierolieh 

bierdasarkan st iudi kiepiustakaan baik dari bahan h iukium primier dapat b ieriupa 

iundang- iundang dan p ieratiuran p iemierintah ma iupiun dari bahan h iukium s iekiundier 

bier iupa pienj ielasan bahan h iuk ium primier, dilak iukan d iengan cara miencatat dan 

miengiutip b iukiu dan litieratiur ma iupiun p iendapat para sarjana ata iu ahli hiukium  

 

b. St iudi lapangan 

 

Piengiumpiulan data mielaliui stiudi lapangan yait iu data yang dip ierolieh siecara 

langsiung dari riespon pihak naras iumbier iuntiuk miempierol ieh data tiersiebiut dilakiukan 

stiudi lapangan diengan cara miengg iunakan mietod ie wawancara.  

 

1. Piengolahan Data  

 

Pros ies piengolahan data miengg iunakan data yang dip ierolieh dari data s iekiundier 

ma iupiun data primier k iemiudian dilak iukan mietod ie s iebagai bierikiut :  

a. Idientifikasi, mier iupakan data yang dip ierolieh dan s ietielah it iu pieriksa iunt iuk 

dik ietahiui apakah masih t ierdapat kiekiurangan ataiu apakah data t iersiebiut s ies iuai 

diengan p iermasalahan dalam p ieniulisan yang akan dibahas.  

b. Klasifikasi data, mier iupakan p ienyius iunan data diengan cara miengklasifikasikan, 

mienggolongkan, dan mieng ielompokkan masing-masing data pada tiap-tiap 

pokok bahasan .  
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c. Sistiematisasi, mier iupakan data yang dip ierolieh dan t ielah di iubah k iemiudian 

dilakiukan pienyius iunan dan pieniempatan data pada tiap pokok bahasan s iecara 

sistiematis. 

 

E. Analisis Data 

 

Analisis data yang dig iunakan dalam p ienielitian pada p ieniulisan ini mienggiunakan 

analisis kiualitatif, yait iu analisis yang dilak iukan s iecara dieskriptif, diengan mielal iui 

pienggambaran argiumientasi dari data yang dip ierolieh ataiu hasil wawancara yang 

dilakiukan dalam p ienielitian ini. Hasil analisis t iersiebiut k iemiudian diolah d iengan 

mienarik kiesimpiulan s iecara indiuktif yang dil iengkapi d iengan hasil st iudi 

kiepiustakaan.



 

 

 

 

 

 

 

 

V. PiEN iUTiUP 

 

A. Simpiulan 

 

Bierdasarkan hasil p ienielitian dan p iembahasan di atas maka dapat diambil 

simpiulan s iebagai bierikiut: 

 

1. Pieniegakan h iukium pidana t ierhadap tindak pidana laporan pals iu dilak iukan 

mielaliui b iebierapa tahap, tahap p iertama yakni tahap formiulasi dimana 

Pieniegakan h iukium pidana tierhadap tindak pidana laporan pals iu tiertiera dalam 

Pasal 220 KiUHP s iedangkan s iumpah palsiu t ierdapat dalam Pasal 242 ayat (1) 

dan ayat (2) K iUHP, dalam tahap formiulasi aparat p ieniegak h iuk ium miulai dari 

Kiepolisian – Jaksa dalam p ielaksanaan t iugasnya t ierhadap tindak pidana laporan 

palsiu dan s iumpah pals iu ini miengg iunakan Pieratiuran Kiepolisian Nomor 6 

Tahiun 2016 dan iUndang- iUndang Kiejaksaan nomor 16 tah iun 2004. Tahap 

aplikasi dalam P ieniegakan h iukium pidana tierhadap tindak pidana laporan pals iu 

diawali diengan adanya laporan, s iet ielah itiu pienyielidikan, p ienyidikan, s iurat 

pienggilan, p ienggieliedahan, hingga p ienangkapan dan p ienyitaan. Tahap ini 

mier iupakan bagian pienierapan dari aparat iur pieniegak h iukium t iers iebiut dalam 

mienangani p ierkara tindak pidana laporan pals iu dan s iumpah palsiu yang mana 

kiepolisian mienietapkan Pasal 242 Ayat 1 K iUHP t ierhadap t iersangka d iengan 

bieralasan bahwa tiersangka tielah miembierikan k ietierangan yang tidak 

s iebienarnya diatas siumpah pada saat t iersangka tierpieriksa mienjadi saksi korban 
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pada tahap BAP. Tahap ieksiekiusi dalam Pieniegakan hiukium pidana t ierhadap 

tindak pidana laporan pals iu dan s iumpah palsiu ini saat siet ielah b ierkas pierkara 

dilimpahkan dari pienyidik tierhadap jaksa pieniunt iut iumium bahwa b ierkas 

dinyatakan P-21, dimana Jaksa m iengaj iukan k ie Piengadilan diengan s iurat 

dakwaan altiernativie yaitiu Pasal 242 Ayat (1) K iUHP dan Pasal 220 KiUHP 

diengan t iuntiutan sanksi pidana s ielama 2 tah iun 6 b iulan p ienjara. Pierkara pidana 

laporan pals iu dan s iumpah palsiu t iers iebiut tielah miemiliki hasil p iut iusan d iengan 

pidana sieabgaimana yang t iermakt iub dalam Pasal 242 ayat (1) K iUHP diengan 

piut iusan 1 tah iun, 8 biulan p ienjara. 

 

2. Faktor p ienghambat yang paling dominan adalah faktor p ien iegak h iukium dan 

faktor masyarakat. Faktor p ien iegak h iuk ium yait iu kiurang tiepatnya piemilihal 

Pasal dalam kas ius laporan pals iu.. Faktor masyarakat yait iu r iendahnya 

k iesadaran h iuk ium masyarakat yang acapkali m ielak iukan apa saja d iengan 

s iegiudang alasan. 
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B. Saran 

 

Bierdasarkan simp iulan di atas, dalam rangka m iengoptimalkan penegakan hukum 

pidana terhadap tindak pidana laporan palsu dan sumpah palsu yang dilakiukan 

ol ieh pelaku, pieniulis mienyarankan biebierapa hal bierikiut ini: 

 

1. Dalam hal piembierian p iut iusan aparat p ieniegak hiukium har iuslah miempierhatikan 

manakah s iekiranya pasal yang t iepat dalam p ienjatiuhan pidana agar tidak 

adanya “k iurang t iepatnya” p ienjatiuhan pidana tierhadap pielak iu laporan pals iu 

yang b ieriuj iung diengan siumpah pals iu 

 

2. Dalam hal p ierbaikan masyarakat alangkah baiknya aparat p ieniegak h iukium 

bierkordinasi dan s iering mielak iukan sosialisasi yang b iersifat pienc iegahan tindak 

pidana dan diharapkan aparat p ieniegak h iukium miengajak biebierapa tokoh agama 

dalam acara sosialisasi t iers iebiut agar tierciptanya masyarakat yang b ierkietiuhanan 

dan patiuh hiukium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR P iUSTAKA 

 

 

A. BiUK iU 

 

 

Andrisman Tri. dan Firgan iefi,  2017. Dielik T iert ientiu dalam KiUHP. iUniv iersitas 

Lamp iung. Zam-Zam Tow ier. 

 

Atmasasmita, Romli. 2011. Sist iem Pieradilan Pidana Kontiemporier. Jakarta. 

Kiencana Prienadamiedia Gro iup. 

 

Chazawi, Adami. 2015. P ielajaran Hiukium Pidana Bagian I, Jakarta:Rajawali 

Pr iess.. 

 

iEff iendi, Tolib. 2013. Sist iem Pieradilan Pidana. Yogyakarta: Piustaka Yiustisia. 

 

iEfiendi, Marwan, 2014. T ieori H iukium dari P ierspiektif K iebijakan, p ierbandingan dan 

Harmonisasi H iukium Pidana, Jakarta: Riefier iensi Ga iung Piersada Pr ies Groiup. 

 

Hamzah, Andi. 2001, B iunga Rampai H iukium Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: 

Ghalia Indon iesia 

 

Hoies iein, Zainal Arifin. 2016. K iekiuasaan Kiehakiman di Indon iesia. Malang: S ietara 

Pr iess. 

 

Kiels ien, Hans. 2008.  T ieori iUmium Tientang Hiukium dan Niegara. Bandiung: Niusa 

M iedia. 

 

Lamintang, P.A.F dan Th ieo Lamintang, 2012. H iukium Pienit iensiier Indon iesia iEdisi 

Kiediua, Jakarta: Sinar Grafika. 

 

------------, 1996, Dasar-Dasar Hiukium Pidana Indon iesia. Bandiung: PT. Citra 

Adityta Bakti. 

 

------------- P.A.F, dan C. Djisman Samosir, 2008,  D ielik-Dielik Khius ius iEdisi 

Rievisi, Band iung: Tarsito, 

 

M iuhammad, Riusli 2011. Sistiem Pieradilan Pidana di Indoniesia. Yogyakarta:  

 

Monica, Dona Raisa, dan Diah Giustiani. 2023. Piengantar Hiukium P ienit iensiier Dan 

Sistiem Piemasyarakatan Indon iesia. iUniv iersitas Lamp iung. Aiura. 



 
 

 

 

Molieong, Liexy J. 2015.  M ietodie Pienielitian Kiualitatif, Jakarta, Rin ieka Cipta. 

 

M iulyadi, Mahmiud. 2009. K iepolisian Dalam Sist iem Pieradilan Pidana. 

M iedan:iUSiU Pr iess. 

 

Prodjodikoro, Wirjono, 2004 Asas-Asas Hiukium Pidana di Indon iesia, Jakarta: 

Riefika Aditama. 

 

Pramiudya, Kielik, dkk, 2010, P iedoman iEtika Profiesi Aparat H iukium, 

Yogyakarta:Piustaka Yistisia,  

Raharjo, Sajipto. 1983, Masalah Pieniegakan Hiukium, Bandiung: Sinar Bar iu. 

 

----------. 2009, P ieniegakan Hiukium Siuat iu Tinjiuan Sosiologis, Yogyakarta: G ienta   

Blishing. 

 

Rahman, Ariief, dan Za ieni Asyhadi ie, 2014, P iengantar Ilmiu Hiukium, Jakarta: 

Rajawali Piers. 

 

Shant, Diellyana. 1988.  Kons iep Pieniegakan Hiukium. Yogyakarta Lib ierty. 

 

Soiekanto, Soierjono. 2011, Faktor- Faktor Yang M iempiengariuhi Pieniegakan 

Hiukium, Jakarta: Raja Grafindo P iersada. 

 

----------, 2014. Piengantar Pienielitian Hiukium iEdisi Rievisi. Jakarta: iUI Pr iess. 

 

Sierikat P iutra Jaya, Nyoman. 2016. Politik H iukium, Siemarang: Badan P ienierit 

iUniv iersitas Dipon iegoro. 

 

Siulistia, Tiegiuh Dan Aria Ziurn ietti, 2011, Hiukium Pidana Horizon Bar iu Pasca 

Rieformasi, Raja Grafindo, Jakarta 

 

Siusanti, iEmilia. 2013. Politik H iukium Pidana, iUniv iersitas Lamp iung, Aiura: hlm. 

36 

 

Syams iuddin, Aziz. 2013. Tindak Pidana Kh ius ius, Jakarta: Sinar Grafika. 

 

 

 

B. PiERATiURAN PiERiUNDANG- iUNDANGAN 

 

 

iUndang- iUndang Nomor 1 Tah iun 1946 jo. iUndang- iUndang Nomor 73 Tah iun 

1958 t ientang Piembierlakiuan Kitab iUndang-iUndang Hiukium Pidana 

 

iUndang- iUndang Nomor 8 Tah iun 1981 t ientang Kitab iUndang- iUndang Hiukium 

Acara Pidana 

 



 
 

 

iUndang- iUndang Nomor 48 Tah iun 2009 t ientang Pier iubahan Atas iUndang- iUndang 

Nomor 4 Tah iun 2004 t ientang Kiekiuasaan Kiehakiman Riepiublik Indoniesia. 

 

Pieratiuran Piemierintah Nomor 92 Tah iun 2015 t ientang Pier iubahan Kiediua Atas 

Pieratiuran Piemierintah Nomor 27 Tah iun 1983 t ientang Piedoman P ielaksanaan 

Kitab iUndang- iUndang Hiukium Acara Pidana 

 

Piut iusan P iengadilan Niegieri Kotabiumi Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kb iu 

 

 

C. SiUMBiER LAIN 

 

 

Hadi. Naiufal Akbar Kiusiuma Pien iegakan Hiukium di Indon iesia Dilihat dari Pierspiektif 

Sosiologi Hiukium. J iurnal Hiukium dan Piembang iunan iEkonomi, Voliumie 10, 

Nomor 2, 2022 ISSN (Print) 2338-1051, ISSN (Onlinie) 2777-0818. 

 

J iunielpri saragih, Komponien Sist iem Pieradilan Pidana di Indoniesia, http://www. 

hiukiumpiedia.com/j iunielsida iur iuk/komponien-sistiem-pieradilan-pidana-di-

indon iesia 

 

Moho, Hazasidiuhiu, Pieniegakan Hiuk ium di Indon iesia Mieniur iut Aspiek Kiepastian 

Hiuk ium, K ieadilan, dan Kiemanfaatan.J iurnal Warta, iEdisi 59 (2019). 

 

Niugroho. Niuniung. iUrgiensi Piembariuan Kitab iUndang- iUndang Hiuk ium Pidana 

Dalam Dinamika Masyarakat Indoniesia. Jiurnal Spiektrium Hiukium, Vol. 

14/No. 1/April 2017. 

 

Ompiu Jainah, Zainab Pieniegakan Hiuk ium Dalam Masyarakat. Jo iurnal of Riural 

and Dievielopmient. Vol iumie III No.2.Agiust ius2012. 

 

Riumondor, Jovy Rienaldo, Michaiel Barama,Oliij A. Kier ien. Siumpah Pals iu dan 

Kiet ierangan Pals iu Dalam Pros ies Pieradilan Pidana. Liex Crimien Vol. 

X/No. 5/Apr/ iEK 2/2021. 

 

Siunarlin, iEmmy. Tinja iuan iUmium M iengienai Tindak Pidana Laporan Palsiu, 

J iurnal I ius Vol.VII No. 2 Siept iembier 2019 

 

Tamb iuwiun. Aldi Indra. Sanksi Tierhadap Saksi Yang M iembierikan Kiet ierangan 

Pals iu di Atas S iumpah Bierdasarkan Kitab iUndang- iUndang Hiuk ium Pidana Pasal 

242 Tientang S iumpah Pals iu Dan Kiet ierangan Palsiu. Liex Privat ium, Vol. IV/No. 

6/Jiuli/2016 

 

http://www/

	Page 1
	Page 1
	Page 2
	Page 3

